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 This study examines the implementation of the Balanced 

Scorecard (BSC) in improving the performance of LAZISMU 
Malang City as a zakat management institution. Using a 
descriptive qualitative approach, the research analyzes data 
through four BSC perspectives: financial, customer, internal 
process, and learning and growth. Results show a decrease 
in funds in 2023 due to construction allocation, but there 
was a significant increase in the number of muzakki from 
615 (2021) to 793 (2023). Programs were effectively 
implemented through three main pillars and supported by 
consistent human resource development. The study 
concludes that BSC implementation has helped LAZISMU 
Malang City manage the organization in a more structured 
and measurable way, reflected in the increasing number of 
muzakki and program effectiveness. 
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  Penelitian ini mengkaji penerapan Balanced Scorecard 
(BSC) dalam meningkatkan kinerja LAZISMU Kota Malang 
sebagai lembaga pengelola zakat. Menggunakan pendekatan 
kualitatif deskriptif, penelitian menganalisis data melalui 
empat perspektif BSC: keuangan, pelanggan, proses internal, 
serta pembelajaran dan pertumbuhan. Hasil menunjukkan 
penurunan dana di 2023 karena alokasi pembangunan, 
namun terjadi peningkatan signifikan jumlah muzakki dari 
615 (2021) menjadi 793 (2023). Program-program 
terlaksana efektif melalui tiga pilar utama dan didukung 
pengembangan SDM yang konsisten. Penelitian 
menyimpulkan bahwa penerapan BSC telah membantu 
LAZISMU Kota Malang mengelola organisasi secara lebih 
terstruktur dan terukur, tercermin dari peningkatan jumlah 
muzakki dan efektivitas program. 
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PENDAHULUAN 

Dalam era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, peningkatan kinerja 

organisasi menjadi hal yang krusial, terutama bagi lembaga non-profit dan sosial. 

LAZISMU Kota Malang, sebagai salah satu organisasi yang fokus pada pemberdayaan 

masyarakat dan pelayanan sosial, menghadapi tantangan untuk tidak hanya memenuhi 

kebutuhan masyarakat, tetapi juga untuk mengelola sumber daya secara efektif dan 

efisien. Dalam konteks ini, penerapan alat manajemen yang tepat sangat diperlukan 

untuk membantu Lazismu dalam merumuskan strategi yang berorientasi pada hasil 

(Sumarta, 2021). 

Balanced Scorecard (BSC) adalah salah satu alat manajemen yang banyak digunakan 

untuk meningkatkan kinerja organisasi. Konsep ini diperkenalkan oleh Robert S. Kaplan 

dan David P. Norton pada awal 1990-an dan telah diterapkan secara luas di berbagai 

sektor, termasuk sektor publik dan non-profit. BSC menawarkan pendekatan yang lebih 

holistik dalam mengukur kinerja dengan mempertimbangkan empat perspektif utama: 

keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Dengan 

cara ini, BSC tidak hanya fokus pada hasil finansial, tetapi juga memperhatikan faktor-

faktor lain yang berkontribusi pada keberhasilan jangka panjang organisasi (Andersen, 

t.t.). 

Penerapan BSC di LAZISMU Kota Malang diharapkan dapat memberikan solusi untuk 

beberapa permasalahan yang dihadapi, seperti kurangnya pengukuran kinerja yang 

sistematis dan tidak adanya indikator yang jelas untuk mengevaluasi efektivitas 

program-program yang dijalankan. Dengan menggunakan BSC, LAZISMU dapat 

menetapkan indikator kinerja yang relevan dan terukur, yang akan membantu dalam 

proses pengambilan keputusan serta perencanaan strategis. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan Balanced Scorecard dalam 

meningkatkan kinerja LAZISMU Kota Malang. Beberapa pertanyaan penelitian yang akan 

dijawab meliputi: 

1. Bagaimana implementasi BSC dapat mempengaruhi kinerja organisasi di LAZISMU 

Kota Malang? 

a. Meningkatkan penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dengan 

memaksimalkan pengelolaan sumber daya keuangan.  

b. Indikator Kinerja total dana yang dihimpun setiap tahun. 



RISTANSI: Riset Akuntansi, Volume 6, Nomor 2, Desember 2025, Hal 173 - 188 

 

PENERAPAN BALANCED SCORECARD DALAM MENINGKATKAN KINERJA LAZISMU KOTA MALANG | 175  
 

c. Indikator Kinerja rasio pentasyarufan dana terhadap total penghimpunan. 

2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan BSC di LAZISMU Kota Malang? 

a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi program yang dijalankan oleh LAZISMU.  

b. Jumlah program yang berhasil diimplementasikan sesuai rencana. 

c. Tingkat distribusi dana terhadap program yang telah ditetapkan. 

3. Bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut agar penerapan BSC dapat berjalan 

efektif? 

a. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) untuk 

mendukung keberhasilan organisasi.  

b. Jumlah pelatihan dan pengembangan yang diadakan untuk karyawan setiap 

tahun. 

c. Tingkat kepuasan karyawan terhadap lingkungan kerja dan manajemen. 

Melalui analisis yang mendalam terhadap implementasi BSC, diharapkan penelitian 

ini dapat memberikan wawasan dan rekomendasi yang berguna bagi manajemen 

LAZISMU Kota Malang dan organisasi sejenis lainnya. Selain itu, penelitian ini berpotensi 

untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur manajemen kinerja, 

khususnya dalam konteks organisasi non-profit di Indonesia. 

Dengan latar belakang dan tujuan yang jelas, penelitian ini diharapkan dapat 

berfungsi sebagai panduan bagi LAZISMU Kota Malang dalam meningkatkan kinerjanya, 

serta memberikan inspirasi bagi lembaga lain yang ingin menerapkan pendekatan 

serupa. Mengingat pentingnya peran organisasi sosial dalam pembangunan masyarakat, 

hasil dari penelitian ini dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan perubahan yang 

positif dan berkelanjutan(Rianda, Isnaeni, dan Amri 2024) 

TINJAUAN PUSTAKA 

Balanced Scorecard (BSC) diakui sebagai alat yang efektif untuk evaluasi kinerja. BSC 

berfungsi sebagai alat ukur yang menyeimbangkan pengukuran kinerja organisasi dari 

aspek keuangan, proses internal, pelanggan, dan aspek non-keuangan, seperti 

pembelajaran. Seiring perkembangannya, BSC telah berevolusi dari sekadar sistem 

pengukuran kinerja menjadi sistem manajemen strategis (Kaplan dan Norton, 2007). 

Sebagai alat manajemen strategis, BSC memastikan keberhasilan implementasi 

strategi organisasi, mengintegrasikan tingkat strategis dan operasional, menyediakan 
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pengukuran kinerja yang efektif, dan membantu menentukan apakah tujuan strategis 

tercapai berdasarkan indikator yang dikembangkan. Konsep BSC bersifat adaptif dan 

dapat diinterpretasikan serta diterapkan dengan berbagai cara oleh organisasi yang 

beroperasi dalam konteks berbeda (Madsen dan Stenheim, 2015). 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods, yang menggabungkan data 

kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan gambaran komprehensif tentang penerapan 

Balanced Scorecard (BSC) dalam meningkatkan kinerja LAZISMU Kota Malang. 

Pendekatan ini terdiri dari beberapa komponen yang saling melengkapi. Pertama, 

pendekatan kualitatif diterapkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku 

kepentingan di LAZISMU. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan dan 

pengalaman mereka terkait penerapan BSC. Selain itu, diskusi kelompok terfokus (focus 

group discussions) dilakukan untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai 

tantangan dan keberhasilan dalam implementasi BSC. 

Penelitian ini menggunakan model Miles dan Humbermen (Giftiyah dan Firmansyah 

2020) yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data 

dilakukan pada data lapangan yang diperoleh dari LAZISMU Kota Malang, kemudian 

dijelaskan dengan mereduksi dan meringkas dalam kalimat yang sesuai dengan topik 

pembahasan. Hasil dari data primer dan sekunder yang diperoleh akan diseleksi sesuai 

kelompok dan jenis, kemudian dijabarkan dalam kalimat kesimpulan sebagai hasil analis 

yang dilakukan. 

Pertama, pendekatan kualitatif diterapkan melalui wawancara mendalam dengan 

pemangku kepentingan di LAZISMU. Wawancara ini bertujuan untuk menggali 

pandangan dan pengalaman mereka terkait penerapan BSC. Selain itu, diskusi kelompok 

terfokus (focus group discussions) dilakukan untuk mendapatkan perspektif yang lebih 

luas mengenai tantangan dan keberhasilan dalam implementasi BSC. Kedua, pendekatan 

kuantitatif dilakukan melalui survei yang mengumpulkan data mengenai indikator 

kinerja yang ditetapkan dalam perspektif BSC. Survei ini juga mencakup penilaian tingkat 

kepuasan donatur dan karyawan, serta pengukuran efisiensi operasional sebelum dan 

sesudah penerapan BSC. Data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan 

inferensial untuk mengidentifikasi perubahan signifikan dalam kinerja organisasi. 
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Selanjutnya, analisis komparatif dilakukan untuk membandingkan kinerja LAZISMU Kota 

Malang sebelum dan sesudah penerapan BSC dengan organisasi nirlaba lain yang juga 

telah menerapkan BSC. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan penerapan BSC di masing-masing organisasi. 

Penelitian ini akan menggunakan beberapa pendekatan metodologis untuk 

memberikan gambaran yang komprehensif tentang penerapan Balanced Scorecard (BSC) 

dalam meningkatkan kinerja LAZISMU Kota Malang. Pendekatan yang digunakan 

meliputi studi kualitatif, mixed method, analisis komparatif, dan studi kasus. Berikut 

adalah penjelasan masing-masing pendekatan: 

Pendekatan Studi Kualitatif 

Pendekatan studi kualitatif akan digunakan untuk menggali pemahaman mendalam 

mengenai pengalaman, pandangan, dan sikap para pemangku kepentingan di Lazismu 

Kota Malang terkait penerapan BSC. Melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok 

terfokus (focus group discussions), peneliti akan mengumpulkan data tentang: 

a. Persepsi karyawan dan manajemen terhadap BSC. 

b. Tantangan yang dihadapi selama implementasi BSC. 

c. Kinerja organisasi sebelum dan sesudah penerapan BSC. 

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yang akan 

membantu dalam mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari tanggapan 

responden. 

Pendekatan Mixed Method 

Pendekatan mixed method akan menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif untuk 

memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai penerapan BSC. Dalam pendekatan 

ini, peneliti akan melakukan survei untuk mengumpulkan data kuantitatif tentang: 

a. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam perspektif BSC. 

b. Tingkat kepuasan pelanggan dan karyawan. 

c. Efisiensi operasional sebelum dan sesudah penerapan BSC. 

Data kuantitatif yang diperoleh akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan 

inferensial untuk mengidentifikasi perubahan signifikan dalam kinerja organisasi setelah 

penerapan BSC. 
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Analisis Komparatif 

Analisis komparatif akan dilakukan untuk membandingkan kinerja Lazismu Kota Malang 

sebelum dan sesudah penerapan BSC dengan organisasi nirlaba lain yang juga telah 

menerapkan BSC. Penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Mengidentifikasi perbedaan dalam kinerja antara Lazismu Kota Malang dan 

organisasi lain yang sejenis. 

b. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan BSC di 

masing-masing organisasi. 

Dari hasil analisis ini, peneliti akan dapat menarik kesimpulan tentang efektivitas BSC 

dalam konteks organisasi nirlaba dan memberikan rekomendasi yang relevan. 

Studi Kasus 

Studi kasus akan menjadi pendekatan utama dalam penelitian ini untuk memberikan 

pemahaman mendalam tentang penerapan BSC di Lazismu Kota Malang. Peneliti akan 

mengumpulkan data melalui: 

a. Observasi langsung terhadap proses implementasi BSC. 

b. Wawancara dengan manajemen dan staf mengenai pengalaman mereka. 

c. Analisis dokumen terkait, seperti laporan kinerja dan rencana strategis. 

Melalui studi kasus ini, peneliti diharapkan dapat menggambarkan secara rinci 

perjalanan Lazismu dalam mengadopsi BSC, termasuk tantangan yang dihadapi dan 

keberhasilan yang diraih. Hasil dari studi kasus ini akan memberikan wawasan yang 

berharga bagi organisasi lain yang mempertimbangkan penerapan BSC. 

HASIL PENELITIAN 

Peneliti menyajikan hasil analisa atas informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, 

observasi dan dokumentasi pada LAZISMU Kota Malang. Tujuan penelitian adalah untuk 

mengetahui apakah kinerja LAZISMU Kota Malang dapat diukur dan apakah berpengaruh 

terhadap peningkatan atau mungkin penurunan atas dana yang dihimpun. Perbandingan 

atas peningkatan dan penurunan tersebut dapat diperoleh dari pendekatan Balanced 

Scorecard (BSC) dari perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses 

internal, dan prespektif pembelajaran dan pertumbuhan. 
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Sistem Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada LAZISMU Kota Malang 

Potensi perolehan zakat yang dihimpun oleh Lazismu Kota Malang pada tahun 2023 

ini mengalami peningkatan. Hal ini dilakukan dengan penandatanganan kerjasama atau 

Memorandum of Understanding (MoU) antara Kantor Layanan Lazismu Rumah Sakit 

Islam Aisyiyah Kota Malang dengan LAZISMU Kota Malang sebagai UPZ (Unit 

Pengumpulan ZAKAT) dan Kantor Layanan Lazismu Rumah Sakit Ibu dan Anak Kota 

Malang dengan LAZISMU Kota Malang 

Penerimaan dana pada LAZISMU Kota malang dibagi menjadi tiga sumber 

penerimaan, yaitu Zakat, Infaq Shodaqoh, dan Dana Sosial Kelembagaan Lainnya (DSKL). 

Sumber penerimaan dana yang paling besar terkumpul dari Infaq Shodaqoh karena 

sumbangan yang dikumpulkan oleh para Amil LAZISMU Kota Malang berasal dari 

donatur rutin bulanan dan donatur incidental. Setiap bulan pihak manajemen LAZISMU 

Kota Malang memberikan target terhadap amil untuk menambah donatur baru sehingga 

berpengaruh terhadap pencapaian donasi. Dibandingkan dengan zakat, karena dana 

zakat yang terkumpul disalurkan hanya kepada yang berhak (mustahik) yaitu sampai 

dengan 8 asnaf. Dana zakat disalurkan kepada delapan golongan asnaf yaitu kepada 

golongan fakir, miskin, muallaf, fisabilillah, ibnu sabil, riqab, gharimin dan amil. Untuk 

Dana Sosial Kelembagaan Lainnya (DSKL) atau sering disebut dana CSR Perusahaan, 

LAZISMU Kota Malang berperan dalam menjembatani keperluan perusahaan dalam 

menyalurkan dana sosialnya kepada penerima manfaat atau mustahik diwilayah 

perusahaan atau diluar area perusahaan. 

Proses pengelolaan dana ZIS LAZISMU Kota Malang yang terkumpul akan di salurkan 

sesuai akad dan sesuai dengan 6 program pilar Lazismu Kota Malang yang meliputi, 

program ekonomi, program sosial dakwah, program kesehatan, program kebencanaan 

dalam negeri atau luar negeri, program lingkungan dan program pendidikan. 

Penyaluranya dilakukan setiap hari agar dana yang diamanahkan ke LAZISMU Kota 

Malang dapat segera direalisasikan, hal ini sebagai bukti bahwa LAZISMU Kota Malang 

menjunjung transparasi, jujur dan amanah.  

Kepuasan donatur merupakan salah satu indikator penting, karena dengan puasnya 

donatur akan berdampak pada penambahan jumlah donatur baru LAZISMU Kota Malang. 

Contoh donatur yang merasa puas dengan kinerja LAZISMU secara langsung akan 
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menyampaikan ke teman, kerabat, sahabat untuk menjadi donatur tetap LAZISMU Kota 

Malang. 

Hal ini dapat dibuktikan bahwa peran amil dalam mengelola dana ZIS berpengaruh 

terhadap kepuasan muzakki, karena ia akan meyakinkan muzakki untuk melindungi 

dana zakatnya dengan menawarkan layanan terbaik dan mampu mempertahankan 

kualitas layanan, yang juga secara perlahan akan mendorong Muzakki untuk membayar 

zakat di tempat tersebut. 

Kinerja Amil atas Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada LAZISMU Kota Malang 

Sebagai pihak yang mengemban tanggungjawab atas pengelola dan penyaluran 

Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), peran dan kinerja Amil bisa dilihat dari pendekatan 

Balanced Scorecard (BSC) dari perspektif keuangan yang meliputi penghimpunan dan 

pentasyarufan dana, perspektif pelanggan yang meliputi pandangan dari pemberi dana 

dan penerima dana, perspektif proses internal yang meliputi efektifitas dan pencapaian 

program, dan prespektif pembelajaran dan pertumbuhan yang meliputi bagaimana 

upaya para karyawan dan manajemen LAZISMU Kota Malang dalam  mengembangkan 

program dan langkah yang diambil untuk menghadapi tantangan dimasa depan. 

Berdirinya LAZISMU secara umum dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat 

dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari 

penyelesai masalah (problem solver) sosial masyarakat yang terus berkembang, dan 

secara khusus LAZISMU Kota Malang didirikan untuk melayani masyarakat Kota Malang 

dalam penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dan menyalurkan pada pihak yang 

berhak atas dana tersebut. 

Strategi yang dilakukan LAZISMU Kota Malang dalam menghimpun dana adalah 

sebagai berikut: 

1. Donatur Rutin, Lazismu Kota Malang memiliki hampir 3,000 donatur atau 

muzzaki ditahun 2024 ini, setiap bulan amil Lazismu Kota Malang mengunjungi 

dan bersilaturahmi ke donatur untuk mengambil zakat, infaq dan sedekah 

rutinan. 

2. Donatur Insidental, selain pengambilan donasi rutin bulanan ada donatur yang 

menitipkan zakat, infaq dan sedekah sewaktu-waktu dan tidak secara rutin. 
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Biasanya donatur insidental ini mengamanahkan donasinya ke Lazismu Kota 

Malang berdasarkan program yang ditawarkan kepada donatur.  

3. Transfer Perbankan, Lazismu Kota Malang memberikan kemudahan dalam 

penerimaan zakat, infaq dan sedekah kepada donatur dengan bekerjasama 

dengan perbankan melalui Virtual Account, QRIS dan transfer antar bank. 

4. Corporate Social Responsibility (CSR), Lazismu Kota Malang bekerjasama 

dengan corporate, Instansi baik pemerintah dan swasta, BUMN untuk 

menjembatani penyaluran dana dari perusahaan sebagai tanggung jawab sosial 

perusahaan terhadap masyarakat di kota dan kabupaten Malang 

5. Marketing Online atau Indirect Marketing, selain strategi offline yang sudah 

dijelaskan diatas dan dibawah, Lazismu Kota Malang juga memiliki strategi 

dalam pengumpulan donasi melalui marketing online. Pemanfaatan media sosial 

seperti Instagram, tiktok, youtube, facebook, dan website yang dimiliki Lazismu 

Kota Malang dipergunakan untuk memperkuat informasi tentang 

pengimplementasian program, penerimaan donasi dan informasi lainnya 

tentang Lazismu Kota Malang, penguatan media sosial dipergunakan untuk 

branding lembaga dan bentuk legitimasi perusahaan terhadap donatur.   

6. Pembukaan Kantor Layanan Lazismu (KLL) Kota Malang disetiap kecamatan 

Kota Malang, Masjid, sekolah, dan Majelis-majelis dibawah Muhammadiyah. Dari 

perolehan yang dihimpun oleh KLL berpengaruh langsung terhadap 

penambahan donasi zakat infaq dan sedekah Lazismu Kota Malang. 

7. Even dan Kajian Mingguan, Lazismu Kota Malang dalam pengumpulan donasi 

sering membuat program Even setiap sebulan sekali, even tersebut adalah kajian 

setiap seminggu sekaligus dengan menyebarkan kotak Donasi di jamaah, 

mengadakan even dengan mengajak Muzzaki untuk ikut turun langsung ke 

lapangan agar dapat membuka wawasan baru para muzzaki tentang masalah 

sosial yang terjadi.  

8. Penyebaran celengan sedekah ke siswa sekolah, guru, dan wali murid. Atau 

pemasangan kotak donasi di UMKM binaan Laismu Kotak Malang. 

9. Menggunakan strategi shopping charity dimana hasil usaha atau keuntungan 

yang didapat dari muzzaki 2,5% disedekahkan ke Lazismu Kota Malang. 
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PEMBAHASAN 

Pendekatan Balanced Scorecard Pada LAZISMU Kota Malang 

Perspektif Keuangan 

Perspektif keuangan meliputi penghimpunan dan pentasyarufan Zakat, Infak, dan 

Sedekah (ZIS) pada LAZISMU Kota Malang. Tabel 1 menjelaskan perkembangan 

penghimpunan dan pentasyarufan selama 3 (tiga) tahun terakhir. 

Tabel 1 
Perkembangan Penghimpunan dan Pentasyarufan Dana Lazismu Kota Malang 

 

Tahun Penghimpunan (Rp) Pentasyarufan (Rp) Selisih (Rp) 
2021 4.734.182.198 3.618.956.646 1.115.225.552 
2022 1.953.017.655 1.844.299.117 108.718.538 
2023 2.586.944.244 2.716.956.267 -130.012.023 

Jumlah 9.274.144.097 8.180.212.030 1.093.932.067 
Sumber: Data Keuangan Lazismu Kota Malang, 2024 
 

Berdasarkan tabel 1 penghimpunan dana ZIS pada LAZISMU Kota Malang mengalami 

penurunan ditahun 2023 hal ini disebabkan oleh adanya pembangunan gedung 

Muhammadiyah Boarding School dimana dana diambilkan dari dana Infaq dan Sedekah 

sesuai di table penyaluran tahun 2023. Penurunan ini sebenarnya menunjukkan adanya 

prioritas strategis dalam penggunaan dana, di mana LAZISMU Kota Malang memutuskan 

untuk menginvestasikan dana yang cukup besar dalam pembangunan infrastruktur 

pendidikan. Meskipun hal ini menyebabkan penurunan dalam total dana yang tersedia 

untuk program lainnya, investasi dalam pembangunan Muhammadiyah Boarding School 

dapat dilihat sebagai langkah strategis untuk pengembangan pendidikan jangka panjang. 

Faktor ekonomi makro dan perubahan pola donasi masyarakat juga dapat 

mempengaruhi penurunan dana ini. Dalam konteks yang lebih luas, situasi ekonomi 

dapat mempengaruhi kemampuan dan pola donasi para muzakki. Selain itu, persaingan 

dengan lembaga zakat lainnya dan perubahan preferensi donatur dalam menyalurkan 

zakat juga bisa menjadi faktor yang berkontribusi terhadap penurunan dana tersebut. 
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Tabel 2 
Laporan Penerimaan Tahun 2021-2023 

NO KETERANGAN  TAHUN 
2021 (Rp) 2022 (Rp) 2023 (Rp) 

1 Zakat 245.908.000  432.593.461   574.782.397  
2 Infaq dan Sedekah 4.026.789.198  1.297.114.194  1.759.561.847  

3 Dana Sosial Kelembagaan 
Lainnya  

461.485.000  223.310.000   252.600.000  

  TOTAL 4.734.182.198  1.953.017.655  2.586.944.244  

Sumber: Data Keuangan Lazismu Kota Malang, 2024 

Tabel 3 
Laporan Pentasyarufan Tahun 2021-2023 

 

NO KETERANGAN TAHUN 

2021 (Rp) 2022 (Rp) 2023 (Rp) 

1 Zakat 232.356.750  927.217.521  573.365.962  

2 Infaq dan Sedekah 2.756.357.007  207.399.471  1.899.840.305  

3 Dana Sosial 
Kelembagaan 
Lainnya 

630.242.889  709.682.125  243.750.000  

  TOTAL 3.618.956.646  1.844.299.117  2.716.956.267  

Sumber: Data Keuangan Lazismu Kota Malang, 2024 

Perspektif Pelanggan 

Pengukuran perspektif pelanggan didasarkan kepada kepuasan donatur, kepuasan 

donatur ditandai dengan peningkatan jumlah donatur baru dari tahun 2021 sampai 

dengan tahun 2023. Jumlah Muzzaki ditahun 2021 sebanyak 1,532 muzzaki tumbuh 

menjadi 1,635 ditahun 2022 muzakki dan meningkat pesat menjadi 2,105 ditahun 2023. 

Kenaikan ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: 

1. Pelaporan dana yang diamanahkan ke Lazismu terimplementasi dengan baik 

dengan ditunjukkan penyampain laporan bulanan ke setiap muzzaki. 

2. Dana yang disalurkan sesuai dengan akadnya dan distribusikan secara tepat ke 

penerima manfaat. 

3. Lazismu Kota Malang setiap bulan sekali mengundang muzzaki untuk kajian 

bulanan dan rilah bersama-sama sebagai bentuk merawat donatur dan 

membangun trust. 

4. Program yang dibuat oleh Lazismu dibuat sesuai keinginan donatur seperti wakaf 

air, sumur bor, pembangunan masjid dan panti asuhan, santunan anak yatim, 

peduli guru, beasiswa dan lain-lain.   
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Tabel 4 
Data Umum Lazismu Kota Malang 

 

KETERANGAN 
TAHUN 

2021 2022 2023 
Jumlah Muzzaki 615 702 793 
Jumlah Mustahik 609 632 631 
Jumlah Karyawan 8 8 9 

Sumber: Data Keuangan Lazismu Kota Malang, 2024 

Perspektif Proses Internal 

Meninjau program-program yang dimiliki oleh LAZISMU Kota Malang dalam 

mendistribusikan dan pendayagunaan dana terutama mengacu pada tiga pilar utama, 

yaitu 1) pilar pendidikan dan kesehatan, 2) pilar ekonomi, dan 3) pilar dakwah sosial dan 

kemanusiaan. Menilai efektifitas dan tingkat konsistensi program yang sudah dijalankan 

sesuai dengan tujuan pada saat perencanaan sehingga LAZISMU Kota Malang dapat 

dianggap efektif dan mampu memenuhi kepentingan pengurus, muzakki, mustahik dan 

masyarakat. 

Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Konsep ini didasarkan pada pertumbuhan dan pembelajaran sumber daya manusia 

untuk menghadapi perkembangan dan perubahan di masa depan. Kualifikasi ini 

didasarkan pada kepuasan karyawan terhadap organisasi lembaga di bidang berikut: 

perencanaan kerja, produktivitas, retensi dan ketersediaan sistem informasi. Jumlah 

karyawan pada LAZISMU Kota Malang adalah 11 orang. Dengan jumlah pegawai yang ada 

di LAZISMU Kota Malang ini menjadikan organisasi tersebut dapat melaksanakan fungsi 

dan tugasnya dengan baik. 

Berdasarkan wawancara dan penelitian di LAZISMU Kota Malang menunjukkan 

bahwa pegawai merasa dilibatkan dalam keputusan LAZISMU Kota Malang, mereka 

bekerja sama dengan baik dengan pimpinan dan mampu berkomunikasi secara efektif. 

Tujuan dan program perkembangan mencakup aspek yang lebih luas, yaitu 

meningkatkan kemampuan seseorang untuk mengantisipasi perubahan yang mungkin 

terjadi tanpa perencanaan atau sudah direncanakan. Dalam konteks ini, LAZISMU Kota 

Malang menyelenggarakan pertemuan minggu-an untuk membuka forum bertukar 

pemikiran dan motivasi dari masingmasing amil, selain itu juga menyelenggarakan 
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RAKER (rapat kerja) tahunan untuk mempersiapkan dan mengembangkan program 

kerja ke depannya. 

Tantangan Yang Dihadapi Dalam Penerapan Balanced Scorecard Di Lazismu Kota Malang 

Penerapan balanced scorecard di Lazismu Kota Malang memiliki tantangan karena 

penerapan balanced scorecard adalah hal yang baru di Lazismu Kota Malang.  Adapun 

tantangan yang dilihat oleh peneliti selama melakukan penelitian di Lazismu Kota Malang 

adalah sebagai berikut:  

1. Kekurangan Sumber Daya Manusia (Amil).  

2. SOP dan Pedoman Lazismu Kota Malang belum ditetapkan. 

3. Kurangnya kedisiplinan dalam bekerja. 

4. Kurang Fasilitas dan prasarana di Lazismu Kota Malang. 

5. Data donatur belum termaintenance dengan baik. 

6. Data penerima manfaat belum menjangkau semua daerah Kota Malang. 

Cara Mengatasi Tantangan Dalam Penerapan Balanced Scorecard di Lazismu Kota Malang 

Dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti mengenai tantangan dalam penerapan 

balanced scorecard yang dihadapi Lazismu Kota Malang, peneliti memberikan evaluasi 

dan masukan kepada manajemen Lazismu Kota Malang dalam mengatasi tantangan 

penerapa balanced scorecard sebagai perubahan yang lebih baik. Masukan tersebut 

adalah sebagai berikut:   

1. Penambahan sumber daya Amil yang professional dan kompeten. 

2. Penguataan dan upgrading kapasitas staf Amil Lazismu Kota Malang. 

3. Memberikan reward terhadap Amil yang berprestasi. 

4. Peningkatan komunikasi yang baik dengan mengadakan gathering dan pertemuan 

secara rutin antara manajemen dengan badan eksekutif. 

5. Penguatan strategi organisasi dengan membahas di setiap morning breafing. 

6. Melakukan evaluasi kepada Amil Lazismu Kota Malang secara berkala. 

7. Gathering dengan donatur setiap sebulan sekali untuk menumbuhkan 

kepercayaan donatur terhadap Lazismu Kota Malang. 

KESIMPULAN 

Penerapan Balance Scorecard di LAZISMU Kota Malang telah membantu organisasi 

dalam mengukur dan meningkatkan kinerjanya melalui empat perspektif utama. Dari 
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perspektif keuangan, meskipun terjadi penurunan dana di tahun 2023 karena adanya 

pembangunan Muhammadiyah Boarding School, hal ini menunjukkan komitmen 

organisasi dalam pengembangan infrastruktur pendidikan jangka panjang. 

Dari perspektif pelanggan, LAZISMU Kota Malang menunjukkan peningkatan yang 

signifikan dalam jumlah muzakki, dari 615 muzakki di tahun 2021 menjadi 793 muzakki 

di tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan kepercayaan masyarakat yang semakin 

tinggi terhadap pengelolaan dana ZIS oleh LAZISMU Kota Malang, yang didukung oleh 

transparansi pelaporan dan ketepatan penyaluran dana sesuai akadnya. 

Dalam perspektif proses internal, LAZISMU Kota Malang telah berhasil 

mengimplementasikan berbagai program yang efektif melalui tiga pilar utama: 

pendidikan dan kesehatan, ekonomi, serta dakwah sosial dan kemanusiaan. Strategi 

penghimpunan dana yang beragam, mulai dari payroll ZIS hingga penggunaan teknologi 

QR Code, menunjukkan adaptasi organisasi terhadap perkembangan zaman. 

Dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, LAZISMU Kota Malang telah 

menunjukkan komitmen dalam pengembangan sumber daya manusia melalui 

pertemuan mingguan dan rapat kerja tahunan. Keterlibatan karyawan dalam 

pengambilan keputusan dan komunikasi yang efektif antara pimpinan dan staf 

menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk peningkatan kinerja. 

Secara keseluruhan, penerapan Balance Scorecard telah membantu LAZISMU Kota 

Malang dalam mengelola dan mengembangkan organisasinya secara lebih terstruktur 

dan terukur. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, seperti fluktuasi dana, 

kebutuhan adaptasi terhadap perubahan dan tantangan lain yang peneliti sampaikan di 

atas, LAZISMU Kota Malang telah menunjukkan kemampuan untuk terus berkembang 

dan meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat dalam pengelolaan dana ZIS. 
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 This study was conducted with the aim of evaluating the 
internal control system that has been implemented in 
BUMDes B, Magetan Regency. In this research, the 
researcher used a qualitative descriptive method. The 
results of this study, based on the COSO framework, indicate 
that: (1) there is no organizational structure, resulting in an 
unclear separation of duties and authorities; (2) a risk 
assessment has been carried out for the livestock business 
unit during the current year, but no risk assessment has 
been conducted for the online payment business unit; (3) 
there is no activity control in the online payment business 
unit; (4) there is no clear information and communication 
system in the online payment business unit; (5) there is no 
monitoring activity in the online payment business unit. 
Based on these weaknesses, several improvements are 
needed, such as establishing a new organizational structure 
and clarifying the division of main tasks in each section; 
creating new policies that clarify transaction flows and 
facilitate the preparation of financial reports; 
communicating information regarding the new policies and 
building effective communication; and supervising each 
business unit to minimize the occurrence of fraud. 
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  Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan 
evaluasi atas sistem pengendalian internal yang selama ini 
diterapkan di BUMDes B Kabupaten Magetan. Pada 
penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian 
deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini berdasarkan  COSO 
yang menunjukan bahwa 1) tidak terdapat struktur 
organisasi sehingga tidak terdapat pemisahan tugas dan 
wewenang yang jelas tepat; 2) sudah terdapat penilain 
resiko pada unit usaha peternakan selama tahun berjalan 
dan belum ada penilaian resiko untuk unit usaha 
pembayaran online untuk tahun berjalan; 3) tidak terdapat 
pengendalian aktivitas pada unit usaha pembayaran online; 
4) tidak terdapat informasi dan komunikasi yang jelas pada 
unit usaha pembayaran online; 5) tidak terdapat 
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pemantauan pada unit usaha pembayaran online. 
Berdasarkan kelemahan tersebut perlu dilakukan perbaikan 
seperti pembentukan struktur organisasi yang baru dan 
memperjelas pembagian tugas pokok pada masing-masing 
bagian; membentuk kebijakan baru yang memperjelas alur 
transaksi dan mempermudah dalam pembuatan laporan 
keuangan; menyampaikan informasi mengenai kebijakan 
yang baru dan membangun komunikasi yang efektif; dan 
melakukan pengawasan pada setiap unit usaha sehingga 
meminimalisir terjadinya kecurangan. 

 
PENDAHULUAN 

Salah satu aspek terpenting dalam pembangunan daerah adalah aspek ekonomi. 

Pembangunan daerah atau wilayah yang besar harus dimulai dengan memperbaiki 

bagian terkecil dari daerah tersebut. Bagian terkecil disini yang dimaksudkan adalah desa 

atau perdesaan. Pembangunan pedesaan memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan 

kesejahteraaan dari masyarakat desa. Tujuan tersebut sejalan dengan salah satu dari 17 

Tujuan Pembangunan (SDGs) pada tahun 2015. Tujuan dari upaya ini utamanya adalah 

mengurangi jumlah penduduk miskin sesuai standar nasional seminimal mungkin. 

Kemiskinan merupakan salah satu masalah dalam paradigma pembangunan ekonomi (A. 

A. Wibowo & Alfarisy, 2020). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa pasal 78 ayat 1 dikatakan bahwa terdapat empat aspek utama yang 

diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, empat aspek tersebut 

antara lain: 1) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa; 2) Membangun sarana dan 

prasarana desa; 3) Membangun potensi ekonomi lokal; 4) Memanfaatkan potensi dan 

sumberdaya alam lingkungan. Demi memperbaiki perekonomian masyarakat di 

pedesaan, pemerintah mengupayakan adanya program yang dapat membantu 

masyarakat pedesaan dalam upaya perbaikan perekonomian dan membantu masyarakat 

memperoleh pekerjaan serta membuka peluang usaha bagi masyarakat. Berdasarkan hal 

tersebut pemerintahan memberikan kewenangan pada desa untuk membentuk sebuah 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).  

 Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes merupakan sebuah lembaga atau 

badan usaha perekonomian yang berbadan hukum, didirikan dan dimiliki oleh desa serta 

dikelola secara mandiri dan profesional dengan modal yang berasal dari kekayaan milik 

desa yang dipisahkan (Dewi, 2014).  
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 Pengelolaan BUMDes tidak bisa lepas dari sistem pengendalian internal untuk 

menjaga keberlangsungan operasionalnya. Sistem pengendalian internal merupakan hal 

yang pertama dan utama dalam lembaga, baik lembaga yang berorientasi pada 

penghasilan maupun tidak. Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan kebijakan 

khusus yang digunakan oleh lembaga untuk memberikan patokan yang menjadi dasar 

pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan (Mokoginta et al., 2017). Lembaga yang 

tidak memiliki sistem pengendalian internal yang cukup memadai terdapat kemungkinan 

tidak dipercayai oleh pihak yang memiliki kepentingan dengan lembaga tersebut 

(Maruta, 2016). Sistem pengendalian internal yang disebut sebagai kerangka kerja 

disusun oleh manajemen serta dewan komisaris lalu ddijalankan oleh seluruh staf dalam 

sebuah organisiiasi dengan maksud memberikan keyakinan yang memadai untuk 

mencapai tujuan perusahaan (Hanifah et al., 2023) 

 BUMDes B yang berada di Kabupaten Magetan merupakan salah satu BUMDes yang 

bergerak di bidang unit usaha diesel yang digunakan untuk pengairan sawah masyarakat, 

unit usaha peternak sapi dan kambing, dan layanan pembayaran online untuk 

pembayaran listrik PLN, pembayaran air PDAM, pembayaran pajak kendaraan, 

pembayaran BPJS dan lain-lain. Unit usaha diesel sekarang sedang vakum karena 

penduduk banyak beralih ke pengairan melalui sumur bor. Penyertaan modal BUMDes 

yang berikan pemerintah desa pads BUMDes B tercatat pada Tabel 1. 

Tabel 1 
Penyertaan Modal dari Pihak Pemerintah Desa 

Tahun Modal  
2021 sebagai modal awal Rp 75.000.000 
2022 penambahan modal dari DD Rp 15.000.000 
2023 penambahan modal dari DD Rp 20.000.000 
2024 penambahan modal dari DD Rp 25.000.000 

Sumber: Pencatatan Bendahara Berdasarkan Dana Desa, 2024 

 Penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah desa berasal dari Anggaran Dana 

Desa yang sudah diplotkan oleh pemerintah desa. Setelah dilakukan pengeplotan rencana 

anggaran dana desa, pemerintah desa mengadakan musyawarah desa dengan seluruh 

elemen masyarakat termasuk pengelola BUMDes B dan menyampaikan terkait rencana 

anggaran anggaran dana desa yang telah di ajukan lalu selanjutnya kepala desa meminta 

masing masing bagian menyusun anggaran yang akan diajukan untuk mencairkan 

anggaran tersebut. Pemberian modal yang diberikan oleh pemerintah desa untuk 



RISTANSI: Riset Akuntansi, Volume 6, Nomor 2, Desember 2025, Hal 189 - 214 

 

EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL BUMDES B KABUPATEN MAGETAN SEBAGAI UPAYA...| 192  
 

BUMDes B terdapat kenaikan setiap tahunya, kenaikan ini didasarkan pada kemampuan 

pihak pemerintah desa untuk memberikan penyertaan modal. Modal yang telah 

dikeluarkan oleh pemerintah desa dari Anggaran Dana Desa untuk pendirian BUMDes, 

diharapkan dapat berkembang sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat Desa . Seperti halnya pada BUMDes Tirta Mandiri, Desa Ponggok Kabupaten 

Klaten, ditemui bahwa dengan adanya BUMDes berhasil meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa yang dibuktikan dengan adanya bantuan BPJS untuk masyarakat yang 

membutuhkan, pembangunan infrastruktur jalan desa, program satu rumah satu jamban, 

hingga program satu KK satu sarjana (Arindhawati & Utami, 2020). 

 Penentuan unit usaha yang dilakukan oleh BUMDes B disesuaikan dengan kebutuhan 

masyarakat desa. Dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu padat dan sebagian besar 

wilayahnya terdiri atas sawah dan perkebunan. Sehingga kebanyakan mata pencaharian 

penduduk yakni sebagai petani dengan prosentase 42,9%; 25,0% sebagai buruh tani; 

21,4% belum memiliki pekerjaan; 7,1% sebagai pelajar/mahasiswa; dan 3,6% sebagai 

Tentara Nasional Indonesia. Berdasarkan pemaparan kepala desa saat dilakukan 

wawancara, tingkat kemiskinan masyarakat Desa yakni menengah ke bawah dengan 

indikator 42,9% dan 25,0% masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai petani dan 

buruh tani sehingga tidak memiliki penghasilan tetap perbulan. Dengan kondisi tersebut 

pengelola berinisiatif mendirikan unit usaha diesel yang digunakan untuk pengairan 

sawah masyarakat. Namun karena terdapat keterbatasan operator dan banyak 

masyarakat yang memilih beralih ke sumur bor sehingga saat ini unit usaha tersebut 

sudah tidak berjalan. Selain itu terdapat unit usaha peternak sapi dan kambing dengan 

jumlah 12 orang peternak kambing dan 2 orang peternak sapi, dimana kedepannya akan 

diubah menjadi peternak kambing semua. Tak hanya itu masih terdapat satu unit usaha 

yakni layanan pembayaran online untuk pembayaran listrik PLN, pembayaran air PDAM, 

pembayaran pajak kendaraan, pembayaran BPJS dan lain-lain. Unit usaha pembayaran 

online ini bekerjasama dengan Bank Jatim menggunakan aplikasi “Laku Pandai”.  

 Pada tahun 2023 terdapat permasalahan pada unit usaha pembayaran online atau 

PPOB yang menyebabkan terjadi kegaduhan di lingkungan masyarakat Desa. 

Permasalahan terjadi antara pihak operator pembayaran online atu PPOB dengan 

seorang masyarakat setempat. Permasalahan ini bermula dari pembayaran salah satu 

penduduk desa yang tidak terproses pada sistem sehingga tetap memperoleh tagihan 

walaupun sudah dilakukan transaksi oleh operator. Hal tersebut menyebabkan 
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terjadinya kegaduhan dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pihak BUMDes. 

Sejak adanya permasalahan tersebut hingga peneliti mengajukan perizinan untuk 

melakukan penelitian, belum ada perubahan kebijakan atau perilaku terkait kebijakan 

yang menimbulkan permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil observasi tersebut perlu 

adanya evaluasi dan perbaikan Sistem Pengendalian Internal dalam unit usaha 

pembayaran online, misalnya belum adanya SOP yang jelas untuk pencegahan dan 

penanganan transaksi gagal bayar dan siapa yang harus bertanggungjawab. Penelitian ini 

penting untuk dilakukan sebab Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan dalam 

sebuah organisasi, lembaga, atau perusahaan sangat mempengaruhi jalannya sebuah 

organisasi, lembaga, atau perusahaan. Menurut Aprillianto et al (2022). BUMDes yang 

memiliki tata kelola yang baik adalah memiliki akuntabilitas serta pelaporan transaksi 

keuangan. Dengan adanya permasalahan tersebut sehingga perlu dilakukan evaluasi 

pada sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh pengurus BUMDes B. 

 Alpriliana et al (2023) melakukan penelitian terkait Evaluasi Sistem Pengendalian 

Internal Kas Badan Usaha Milik Desa Café Sawah Pujon. Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukan bahwa Sistem pengendalian internal yang dijalankan pada BUMDes Pujon 

Kidul, Malang belum berjalan secara efektif sebab masih banyak kekurangan yang 

ditemukan seperti belum adanya pembagian tugas yang jelas sehingga tidak ada 

pemisahan wewenang, prosedur pencatatan yang belum terstruktur, tidak terdapat 

dokumen tercetak maupun bukti transaksi sehingga dengan penemuan tersebut dalam 

kegiatan operasional sehari-hari sangat rentan dengan tindak kecurangan. Sehingga 

perlu adanya perbaikan dalam sistem pengendalian internalnya.  

 Selain itu, Sudariani & Yudantara (2021) melakukan penelitian terkait kompetensi 

pengelola, keefektifan pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi terhadap dalam 

kaitannya dengan kecurangan akuntansi dalam pengelolaan dana BUMDes. Penelitian ini 

menunjukan hasil bahwa di temukan 3 faktor utama yang menyebabkan adanya 

kecenderungan kecurangan pada pengelolaan dana BUMDes Kabupaten Buleleng. Ketiga 

faktor tersebut antara lain kompetensi pengelola yang tidak maksimal, pengendalian 

internal yang kurang efektif, dan sistem kompensasi yang dirasa kurang optimal. 

Sehingga perlu diadakan peningkatan kompetensi pengelola, perlu dilakukan 

pengawasan serta perbaikan pada sistem pengendalian internal, serta perlu adanya 

peningkatan produktivitas untuk mencapai kompensasi yang sesuai dengan kinerja.  
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 Pada penelitian sebelumnya belum pernah dilakukan penelitian terkait penerapan 

sistem pengendalian internal pada unit usaha pembayaran online. Sehingga karena 

peneliti tertarik dengan pembahasan tersebut, Keterbaruan pada penelitian ini yaitu 

terkait penerapan sistem pengendalian internal pada unit usaha pembayaran online 

BUMDes B Desa Tambakrejo. Selain itu objek penelitian yang dipilih oleh peneliti juga 

belum pernah digunakan sebagai objek penelitian pada penelitian lain. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, melihat adanya sistem pengendalian internal 

yang tidak efektif tersebut, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini 

adalah Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal pada unit usaha pada 

BUMDes B; serta bagaimana perbaikan atas kelemahan sistem pengendalian internal 

pada BUMDes B. Tujuan dari penelitian ini yaitu melakukan evaluasi serta perbaikan 

terkait sistem pengendalian yang dijalankan pada BUMDes B Kabupaten Magetan. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Sistem pengendalian internal 

Suatu organisasi membutuhkan sistem pengendalian internal yang digunakan 

sebagai ukuran untuk mengawasi, mengarahkan jalannya sebuah organisasi. 

Pengendalian internal sering disebut sebagai proses dipengaruhi oleh sumber daya 

manusia manusia dan sistem teknologi informasi yang dimaksudkan untuk membantu 

organisasi dalam mencapai tujuannya (Hanel, 2013). Sistem pengendalian internal 

mencakup struktur organisasi, teknik, serta ukuran yang disusun sebagai upaya dalam 

melindungi aset perusahaan, meningkatkan efisiensi serta mendorong pematuhan 

kebijakan manajemen perusahaan (Mulyadi, 2016).  

Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO) 

menyatakan bahwa sistem pengendalian internal disusun untuk mencapai tiga tujuan 

yakni: 1) efektifitas dan efisiensi operasi; 2) keandalan laporan keuangan; 3) kepatuhan 

terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. COSO menyebutkan terdapat lima 

komponen dalam sistem pengendalian internal, kelima komponen tersebut antara lain: 

a. Lingkungan pengendalian 

Pengendalian internal yang baik tidak akan lepas kaitannya dengan lingkungan 

pengendalian. Lingkungan pengendalian terdiri atas proses, struktur, dan seperangkat 
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standar yang dijadikan sebagai landasan untuk keberlangsungan pengendalian internal 

dalam sebuah organisasi (Sa lam et al., 2017).  

b. Penaksiran resiko 

Pada bagian penaksiran resiko ini, bagian manajemen harus melakukan analisis atau 

mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang terkait dengan resiko bisnis yang akan 

dijalankan (Martini, 2019).  

c. Pengendalian aktivitas 

Pada proses pengendalian aktivitas ini manajemen dan jajaran lainnya diharuskan untuk 

merancang kebijakan ataupun prosedur yang akan digunakan untuk meminimalisir 

terjadinya kecurangan. Tak hanya itu, manajemen juga harus menyusun prosedur yang 

seefektif mungkin sehingga dapat memudahkan dalam proses operasionalnya (Martini, 

2019). 

d. Informasi dan komunikasi  

Informasi dan komunikasi mencakup identifikasi, pengumpulan, dan pertukaran 

informasi dalam bentuk dan waktu yang memungkinkan orang memenuhi tugas mereka 

(Martini, 2019).  

e. Pemantauan  

Sistem pengendalian internal perusahaan harus dilakukan pemantauan secara berkala. 

Pemantauan yang efektif dicapai melalui pemantauan terus menerus, pemantauan 

kegiatan sehari-hari, evaluasi berkala, dan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi 

kelemahan, selanjutnya temuan dievaluasi, ditanggapi, dan diterapkan sesuai dengan 

hasil (Martini, 2019). 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Umumnya Badan Usaha Milik Desa atau yang biasa disebut BUMDes adalah badan 

usaha yang dimiliki dan dikelola oleh desa. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2021, 2021 dijelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes adalah badan hukum 

yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola, memanfaatkan 

aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, 

dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 

masyarakat desa. Diluar itu logika dasar pendirian BUMDes sejatinya didasarkan pada 
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kepentingan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan potensi untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Ridlwan, 2015). 

BUMDes disebut sebagai lembaga ekonomi lokal Pada dasarnya, lembaga ekonomi 

lokal mengawasi sumber daya dan berusaha untuk meningkatkan potensi desa untuk 

mendukung pembangunan desa. Sebagai lembaga ekonomi rakyat, BUMDes 

mengutamakan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Pengelolaan BUMDes didasarkan pada enam prinsip utama, antara lain 

kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan sustainable (Sujarweni, 

2019a). Apabila seluruh prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes sudah diterapkan secara 

baik dan maksimal akan terjalin kerjasama yang baik antara pengelola dan menghasilkan 

informasi akuntansi yang baik untuk menjadi bahan laporan kepada pihak pengawas 

maupun pihak ketiga untuk menarik investor. 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 

deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan untuk mendapatkan pengetahuan yang 

seluas-luasnya tentang objek penelitian pada waktu tertentu dengan kondisi tertentu 

sehingga dapat memberikan gambaran yang mendalam (Zellatifanny & Mudjiyanto, 

2018). Penelitian ini dilakukan di BUMDes B Kabupaten Magetan yang dilaksanakan 

sejak bulan Januari hingga Juni 2024. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

dengan observasi dan wawancara serta dokumentasi yang berkaitan dengan sistem 

pengendalian internal BUMDes dan kegiatan operasional BUMDes. Proses observasi yang 

dilakukan yakni dengan meneliti dan mengamati kegiatan operasional dan kebijakan 

serta bagaimana sistem pengandalian internal yang selama ini diterapkan pada BUMDes 

B. Informan dalam penelitian ini adalah kepala desa, direktur utama bendahara dan 

operator sistem unit usaha pembayaran online. Pemilihan informan tersebut 

berdasarkan beliau sebagai pihak-pihak pembentuk dan pelaksana kebijakan yang 

memiliki kaitan erat dengan sistem pengendalian internal BUMDes B. Dalam penelitian 

ini dokumentasi yang diambil adalah bukti transaksi serta catatan yang dimiliki oleh 

lembaga Badan Usaha Milik desa atau BUMDes B. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan metode triangulasi sumber dan teknik.  Penelitian ini menggunakan 

komponen sistem pengendalian COSO sebagai indikator yang dijadikan acuan dalam 

menyusun pertanyaan untuk wawancara dan aspek yang diperhatikan dalam observasi. 



RISTANSI: Riset Akuntansi, Volume 6, Nomor 2, Desember 2025, Hal 189 - 214 

 

EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL BUMDES B KABUPATEN MAGETAN SEBAGAI UPAYA...| 197  
 

HASIL PENELITIAN 

Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pada BUMDes Barokah 

Proses pengambilan data dilakukan di Balai Desa Desa T, Kabupaten Magetan. 

Pemilihan lokasi ini disebabkan BUMDes B tidak memiliki kantor atau lokasi tersendiri 

yang digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari. Berdasarkan proses penelitian 

yang dilakukan, peneliti memperoleh hasil penerapan sistem pengendalian insternal 

pada BUMDes Barokah ada pada Tabel 2. 

Tabel 2 
Penerapan Sistem Pengendalian Internal pada BUMDes Barokah 

No Indikator  Uraian  Hasil  
1 Lingkungan 

pengendalian 
Adanya struktur 
organisasi 

a. Tidak terdapat struktur organisasi yang 
ditampilkan. 

b. Dalam SK hanya terdapat penanggung 
jawab, direktur utama, sekretaris, dan 
bendahara. Tidak terdapat penanggung 
jawab tersendiri untuk masing masing 
unit usaha. 

c. Implementasi tugas dan wewenang 
tidak sesuai dengan pembagiannya. 

d. Banyak masyarakat yang belum 
mengetahui kepengelolaan BUMDes 
Barokah. 

2 Penilaian 
resiko 

Adanya penilaian 
resiko terhadap 
penentuan unit 
usaha 

a. Sudah dilakukan penilaian risiko untuk 
masing masing unit usaha. 

b. Penilaian risiko didasarkan pada kondisi 
terkini dan kebutuhan masyarakat. 

3 Pengendalian 
aktivitas 

Adanya prosedur 
transaksi yang 
telah ditentukan 

a. Pada unit usaha peternakan hewan 
sudah terdapat prosedur pengendalian 
aktivitas yang efektif. 

b. Pada unit usaha pembayaran online 
tidak terdapat kebijakan yang efektif  

c. Pada unit usaha pembayaran online 
Sudah terdapat prosedur transaksi 
namun pihak operator tidak 
menghendaki untuk cetak bukti 
transaksi karena bukti transaksi dirasa 
tidak diperlukan.   

4 Informasi dan 
komunikasi 

Kebijakan yang 
telah disusun 
tersampaikan 
dan terlaksana 
dengan baik oleh 
seluruh 
karyawan 

a. Untuk unit usaha peternakan, setiap 
informasi sudah disampaikan baik 
secara lisan dan kebijakan tertulis yang 
dimuat dalam perjanjian kerjasama dan 
surat pernyataan yang ditandatangani 
oleh masing masing peternak. 
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No Indikator  Uraian  Hasil  
b. Pada unit usaha pembayaran online 

hanya ada kebijakan bahwa operator 
diwajibkan membuat laporan tahunan 
yang akan digunakan bendahara dalam 
menyusun laporan tahunan. 

c. Sisi baiknya operator memiliki inisiatif 
untuk membuat laporan harian dan 
menyetorkan uang cash setiap hari hari 
tertentu. 

5 Pemantauan Adanya sistem 
pengawasan 
yang dilakukan 
secara berkala 

a. Pengawasan dilakukan oleh bagian 
pengawas dan kepala desa. 

b. Pengawasan yang dilakukan pengawas 
adalah mengunjungi rumah peternak 
untuk mengecek keberadaan dan 
kondisi hewan ternak. 

c. Pengawasan yang dilakukan kepala 
desa berdasarkan laporan akhir tahun 
yang di susun oleh bendahara.  

d. Tidak terdapat pengawasan pada unit 
usaha pembayaran online 

Sumber: Hasil penelitian, 2024 

Temuan-temuan tersebut diperkuat dengan pernyataan para narasumber pada saat 

dilakukan wawancara. Narasumber tersebut antara lain kepala desa; direktur utama; 

bendahara; dan operator aplikasi pembayaran online “Laku Pandai”. Berdasarkan hasil 

wawancara tersebut ditemui bahwa tidak terdapat struktur organisasi secara terperinci 

yang dapat menjelaskan jobdesk dari masing masing bagian dan terdapat unsur lain yang 

tidak tercatat dalam struktur organisasi tapi memiliki bagian penting di dalam 

kepengelolaan BUMDes Barokah.  Hal tersebut sesuai dengan pernyataan direktur utama 

saat wawancara sebagai berikut: 

“Susunan struktur organisasi hanya terdiri atas direktur utama, bendahara, 

sekretaris dan pengawas. Mbak D selaku operator unit  usaha pembayaran 

online tidak tercantum dalam struktur organisasi tapi perannya penting dalam 

keberlangsungan unit usaha pembayaran online selaku operator.” (WC.B1) 

Kutipan wawancara tersebut menunjukan tidak adanya struktur organisasi dalam 

kelembagaan BUMDes Barokah Desa Tambakrejo. Di luar itu para pengelola tetap 

melakukan penilaian risiko dalam menentukan unit usaha yang dijalankan pada BUMDes 

Barokah.  Penentuan resiko tersebut dilakukan oleh para pengelola, pihak pemerintah 
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desa, kepala desa seperti yang disampaikan oleh direktur utama dalam wawancara 

sebagai berikut: 

“Pihak pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan untuk unit usaha 

yang dijalankan yakni kepala desa, pemerintah desa, dan pengelola BUMDes 

Barokah yang terdiri atas direktur utama, bendahara, dan sekretaris serta 

pengawas.” (WC.B5) 

Selain melakukan penilaian risiko untuk penentuan unit usaha, pengendalian aktivitas 

juga menjadi point point penting dalam sistem pengendalian internal. Namun dalam 

pengendalian aktivitas, unit usaha pembayaran online kurang mendapatkan perhatian 

oleh pengelola BUMDes Barokah. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan operator sistem 

pembayaran online pada saat wawancara sebagai berikut: 

“Tidak terdapat kebijakan yang disampaikan oleh pihak direktur, operator 

hanya diminta untuk membuat laporan akhir tahun. Namun operator 

memiliki inisiatif untuk membuat laporan harian sesuai tanggal transaksi 

untuk mempermudah dalam membuat laporan laba rugi di akhir tahun.” 

(WC.D7)  

Hal itu diperkuat dengan pernyataan direktur utama yang menyerahkan 

sepenuhnya kepada operator sehingga unsur informasi dan komunikasi kurang 

maksimal. Hasil ini dikutip peneliti berdasarkan hasil wawancara bersama direktur 

utama sebagai berikut: 

“Intinya sistem penyimpanan maupun kebijakan yang ada pada unit usaha 

pembayaran online di serahkan sepenuhnya pada operator.” (WC.B15) 

Lebih lanjut lagi proses pengawasan yang dilakukan untuk unit usaha pembayaran online 

hanya melalui laporan akhir tahun yang disusun dari operator saja, sehingga tidak 

terdapat pengawasan lebih ketat baik dari bendahara, direktur utama, maupun 

pengawas. Hal tersebut peneliti peroleh datanya ketika melakukan wawancara 

bendahara dan kutipannya sebagai berikut: 

“Pengawasan peternakan dilimpahkan sepenuhnya pada bagian pengawas. 

Untuk laku pandai atau pembayaran pihak bendahara tidak melakukan 

pengawasan labih hanya melalui laporan tersebut.” (WC.C18) 
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Selain diperkuat dengan wawanccara yang dilakukan dengan para narasumber. Temuan-

temuan dalam penelitian ini diperkuat juga dengan bukti dokumentasi yang diperoleh 

peneliti.  

Perbaikan Sistem Pengendalian Internal Pada BUMDes B 

Pada sistem pengendalian internal yang sudah dijalankan oleh BUMDes B Desa 

Tambakrejo terdapat beberapa sistem yang tidak efektif seperti yang sudah diuraikan di 

atas. Dengan demikian perlu adanya perbaikan atas sistem pengendalian internal 

tersebut. Berikut beberapa perbaikan yang perlu dilakukan pembentukan struktur 

organisasi, pemisahan tugas dan wewenang, pembentukan alur transaksi yang baru dan 

memperkuat sistem pengamanan. 

PEMBAHASAN 

Lingkungan Pengendalian  

 Berdasarkan data yang diperoleh peneliti pada dokumentasi SK Kepala Desa tentang 

penetapan direktur dan pengawas BUMDes B, dalam SK tersebut tidak terdapat struktur 

organisasi dan pembagian tugas. Hal ini menjadi penghambat BUMDes B untuk mencapai 

efektivitas organisasi dan tujuan organisasi.  

 Lingkungan pengendalian terdiri atas proses, struktur, dan seperangkat standar 

yang dijadikan sebagai landasan untuk keberlangsungan pengendalian internal dalam 

sebuah lembaga atau organisasi (Salam, Tugiman, & Y, 2017). Adanya struktur organisasi 

guna memperinci tugas dan kewenangan masing-masing bagian, memperjelas 

pembagian kerja, sebagai mekanisme control, pengkolaborasian dan mengkoordinir 

tugas (Nuraisyah & Haryono, 2023). Struktur organisasi dalam suatu lembaga akan 

membantu lembaga tersebut dalam mencapai efektivitas organisasi. Efektivitas 

organisasi ditandai dengan adanya pembagian kerja yang terkoordinir dengan baik dan 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing bagian sebagai upaya untuk 

mencapai tujuan organisasi (Gammahendra et al., 2014). Pembagian tugas yang jelas 

akan mempengaruhi keberlanjutan organisasi (Adelia et al., 2024). 

 Dengan demikian perlu adanya perbaikan pada unsur lingkungan pengendalian. 

Sebab lemahnya pengelolaan lingkungan pengendalian akan menyebabkan kerusakan 

pada manajemen (Usman & Togubu, 2022). Perbaikan yang perlu dilakukan yakni 
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membentuk struktur organisasi dan penyusunan ulang terkait tugas dan wewenang 

untuk masing-masing bagian dalam pengelolaan BUMDes B. Saran perbaikan struktur 

organisasi ada pada Gambar 1. 

Gambar 1 
Struktur Organisasi BUMDes B 

 

 
Sumber: Saran Peneliti, 2024 

Dengan adanya struktur organisasi yang baru maka perlu disusun kembali pembagian 

tugas yang baru, berikut pembagian tugas untuk masing masing bagian: 

a) Penasehat 

Pada bagian ini jabatan penasihat dipegang penuh oleh seorang kepala desa. Penasehat 

memiliki tugas dan wewenang utama yakni melakukan pengawasan serta memberikan 

arahan atau masukan kepada direktur utama sebagai pelaksana operasional dalam 

pengelolaan unit usaha BUMDes.  

b) Pengawas 

Pada bagian ini jabatan pengawas diangkat dari perseorangan yang telah diusulkan oleh 

kepala desa, BPD (Badan Pengawas Desa) atau unsur masyarakat dalam musyawarah 

desa. Seorang pengawas memiliki tugas utama yakni melakukan pengawasan terhadap 

kinerja BUMDes.  

c) Direktur Utama 

Pada bagian ini jabatan direktur diangkat dari perseorangan yang telah diusulkan oleh 

kepala desa, BPD (Badan Pengawas Desa) atau unsur masyarakat dalam musyawarah 

desa. Seorang direktur utama bertugas melakukan pengelolaan lembaga BUMDes yang 
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berpijakan pada AD/ART yang di telah disusun dan disetujui bersama penasihat dan 

pengawas.  

d) Sekretaris 

Pada bagian ini jabatan Sekretaris diangkat dari perseorangan yang telah diusulkan oleh 

kepala desa, BPD (Badan Pengawas Desa) atau unsur masyarakat dalam musyawarah 

desa. Tugas seorang Sekretaris BUMDes yakni melakukan perencanaan, pengelolaan, 

serta memutuskan kebijakan terkait keuangan bersama direktur utama dan bendahara 

BUMDes. 

e) Bendahara 

Pada bagian ini jabatan Sekretaris diangkat dari perseorangan yang telah diusulkan oleh 

kepala desa, BPD (Badan Pengawas Desa) atau unsur masyarakat dalam musyawarah 

desa. Tugas sorang bendahara BUMDes yakni melakukan perencanaan, pengelolaan, 

serta memutuskan kebijakan terkait keuangan bersama direktur utama dan sekretaris 

BUMDes. 

f) Penanggung Jawab Unit Usaha Peternakan 

Pada bagian ini seorang pegawai yang direkrut untuk bekerja di BUMDes adalah 

masyarakat Desa Tambakrejo yang memiliki hak dan kewajiban yakni: 

1) Bertanggung jawab atas unit usaha yang dipegang serta bertanggung jawab pada 

direktur utama; 

2) Mencari sumber pendapatan atas bisnis yang dipegang dan melakukan kegiatan 

lainnya yang berhubungan dengan unit usaha yang di pegang; 

3) Melakukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara pihak ketiga maupun 

pihak pengelola BUMDes untuk menciptakan kerjasama yang baik; 

4) Mengontrol efektivitas unit usaha; 

5) Memberikan laporan kegiatan dan laporan keuangan pada direktur utama dan 

bendahara; 

6) Melakukan pendampingan dan pembinaan pada anggota peternak terkait 

pemeliharaan hewan ternak sehingga dapat terjual dengan harga yang tinggi. 

g) Penanggung Jawab Unit Usaha Pembayaran Online 

Pada bagian ini seorang pegawai yang direkrut untuk bekerja di BUMDes adalah 

masyarakat Desa Tambakrejo yang memiliki hak dan kewajiban yakni: 
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1) Bertanggung jawab atas unit usaha yang dipegang serta bertanggung jawab pada 

direktur utama; 

2) Mencari sumber pendapatan atas bisnis yang dipegang dan melakukan kegiatan 

lainnya yang berhubungan dengan unit usaha yang di pegang; 

3) Melakukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara pihak ketiga maupun 

pihak pengelola BUMDes untuk menciptakan kerjasama yang baik; 

4) Mengontrol efektivitas unit usaha; 

5) Memberikan laporan kegiatan dan laporan keuangan pada direktur utama dan 

bendahara. 

Penilaian Resiko 

 Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, pada unsur 

penilaian resiko ini dilakukan untuk menimbang kemungkinan dan dampak terburuknya 

jika suatu usaha akan diterapkan. Penilaian risiko ini penting dilakukan untuk tujuan 

menghindari segala bentuk resiko yang kemungkinan besar akan ditemui dalam 

melaksanakan bisnis tersebut (Hardyanti & Dewi, 2022). 

 Pada unit usaha pembayaran online, tidak terdapat penilaian rsiko sebab direktur 

utama dan bendahara sudah menyatakan bahwa mennyerahkan kepercayaan 100% pada 

operator sehingga untuk penilaian resiko terkait keamanan keuangan dan aset tidak 

dirasa sebagai tanggung jawab Direktur utama dan bendahara. Jika tidak terdapat 

penilaian resiko pada unit usaha pembayaran online maka operator harus 

mempertimbangkan serta melakukan analisis resiko secara mandiri dan itu akan 

menyulitkan operator. 

 Dengan demikian pengelola BUMDes B perlu melakukan penilaian resiko pada 

seluruh unit usaha sehingga sistem pengendalian internal dapat berjalan dengan efektif. 

Dalam melakukan penilaian resiko terdapat beberapa aspek yang perlu dilakukan oleh 

direktur utama yakni: 

1) Menentukan tujuan jangka pendek BUMDes yang harus di capai dalam satu tahun 

berjalan. 

2) Melakukan identifikasi dan analisi resiko terkait tujuan yang telah ditetapkan. 

3) Melakukan penilaian resiko terkait kecurangan yang mungkin akan timbul atau 

terjadi terkait tujuan yang telah ditetapkan. 



RISTANSI: Riset Akuntansi, Volume 6, Nomor 2, Desember 2025, Hal 189 - 214 

 

EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL BUMDES B KABUPATEN MAGETAN SEBAGAI UPAYA...| 204  
 

Pengendalian Aktivitas 

 Tujuan utama dari pengendalian aktivitas yakni memastikan bahwa aktivitas 

operasional sehari hari sudah berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah disusun dan 

ditentukan oleh manajer puncak sebagai upaya memperkecil resiko-resiko yang dapat 

merugikan lembaga (Dewy, 2022). Pada hasil penelitian yang diperoleh peneliti melalui 

wawancara. Menunjukan hasil bahwa tidak semua unit usaha terdapat pengendalian 

aktivitas terutama pada unit usaha pembayaran online hal ini disebabkan karena pihak 

direktur utama dan bendahara menyerahkan kepercayaan sepenuhnya kepada operator. 

Sehingga tidak memberikan kebijakan yang dapat digunakan operator sebagai acuan 

dalam bekerja. Tak hanya itu Hal ini membuka peluang terjadinya kecurangan sebab 

operator memiliki akses untuk memegang keuangan baik secara cash maupun kartu ATM 

untuk setor tunai atau tarik tunai dari Bank Jatim. 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, beberapa 

perbaikan yang perlu dilakukan yakni: 

a. Pemisahan tugas dan wewenang bendahara 

b. Membentuk alur transaksi yang jelas dan terstruktur sehingga menghasilkan 

laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.  

Flowchart untuk alur transaksi ada pada Gambar 2. 

Berikut penjelasan atas alur transaksi tersebut: 

1) Masyarakat desa yang akan melakukan pembayaran listrik kepada PLN, 

pembayaran air kepada PDAM, pembayaran BPJS, transfer uang, pembelian 

paket data, pembelian pulsa mengunjungi balai desa untuk menemui operator 

pembayaran online dan melakukan pengajuan pembayaran. 

2) Operator memproses pembayaran melalui aplikasi pembayaran online yakni 

aplikasi Laku Pandai milik Bank Jatim. 

3) Setelah pembayaran di proses, customer menyerahkan uang cash kepada 

operator. 

4) Selanjutnya operator mencetak bukti pembayaran atau bukti transaksi 2 

rangkap.  

a) Bukti 1 akan diserahkan pada customer sebagai bukti bahwa pembayaran 

telah berhasil di proses dan selanjutnya customer dapat meninggalkan 

lokasi transaksi atau balai desa. 
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b) Bukti 2 akan dicatat pada buku pembantu dan jurnal umum yang setelah 

itu bukti akan diarsipkan sesuai dengan tanggal transaksi.  

c) Bukti transaksi yang diarsipkan akan digunakan bendahara dalam 

menyesuaikan laporan yang disusun oleh operator dengan arsip bukti 

transaksi serta mutasi rekening yang dikeluarkan oleh pihak Bank Jatim 

Gambar 2 
Flowchart Alur Transaksi Unit PPOB BUMDes B 

 

Sumber: Saran Peneliti, 2024 

Informasi dan Komunikasi 

 Pada unit usaha pembayaran online tidak terdapat kebijakan-kebijakan tertentu 

yang dapat digunakan operator sebagai acuan dalam menjalankan pekerjaannya. Selama 

ini operator membentuk sistem kerja tersendiri untuk mempermudah dalam menyusun 

laporan yang di minta oleh bendahara dan direktur utama. 

 Berdasarkan hasil penelitian tersebut terlihat bahwa unsur informasi dan 

komunikasi berjalan kurang efektif sebab salah satu unit usaha tidak terdapat informasi 

dan komunikasi yang baik. Dalam sebuah lembaga atau organisasi, komunikasi 

merupakan hal yang utama dan sangat penting sebagai alat yang menghubungkan 

bagian-bagian dalam di dalam organisasi (Mahanani et al., 2020). Peran direktur utama 

sebagai pembentuk kebijakan sangat penting dalam mengkomunikasikan dan 

menginformasikan apapun pada setiap anggota di bawahnya. Apabila pesan ataupun 
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kebijakan yang tidak tersampaikan pada seluruh anggota dengan baik, besar 

kemungkinan terjadi salah paham dan kebingungan pada tingkat bawah atau anggota 

untuk memahami dan mendeskripsikan tugasnya (Hintalo et al., 2024). 

 Selain itu pendirian BUMDes tidak lepas dari kesepakatan bersama dalam 

musyawarah melalui pertimbangan kondisi perekonomian masyarakat serta kondisi 

sosial budaya (Wibowo & Hapsari, 2022). Kondisi nyata terkait musyawarah desa yang 

berjalan pada BUMDes B tidak demikian. Musyawarah desa hanya dilaksanakan saat 

pembentukan dan pendirian BUMDes B saja, selanjutnya muasyawarah desa terkait 

pembahasan bumdes akan dilaksanakan ketika direktur utama menghendaki adanya 

musyawarah desa. Sejauh ini belum pernah dilakukan musyawarah desa setelah 

pembentukan BUMDes B. Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh direktur 

utama hanya disampaikan pada kepala desa. Untuk memberikan laporan 

pertanggungjawaban, direktur utama membuat janji dan menemui kepala desa di kantor 

pemerintah desa dan selanjutnya menunjukan laporan akhir tahun dan evaluasi selama 

satu tahun berjalan. Selanjutnya kepala desa menandatangani laporan keuangan yang 

telah di ajukan dan di arsipkan oleh bendahara BUMDes B.  

 Fungsi musyawarah desa dalam pengelolaan BUMDes yakni untuk membantu 

direktur utama dalam penyelesaian masalah terkait modal usaha; meluruskan persepsi 

masyarakat yerkait fungsi BUMDes; menghindari konflik dalam memenuhi kebutuhan 

satu anggota saja; serta sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat Desa (Tarigan & 

Karo, 2022). 

Pemantauan 

 Fungsi pemantauan atau pengawasan dalam sistem pengendalian internal sangat 

dibutuhkan untuk mengidentifikasi kelemahan apa yang ditemui setelah di jalannya 

kebijakan yang telah disusun oleh manajemen puncak (Dewy, 2022). Berdasarkan hasil 

penelitian melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti, direktur Pada hal ini terlihat 

sangat jelas tidak terdapat pengawasan pada unit usaha pembayaran online, baik dalam 

kegiatan operasional sehari hari maupun penyusunan laporannya.  

 Hal tersebut menunjukan kelemahan sistem pengendalian internal dalam BUMDes B. 

Kegiatan pengawasan ini tidak hanya untuk meminimalisir kecurangan tetapi juga 

digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menilai kualitas dari pelaksanaan pengendalian 
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internal yang telah disusun apakah sudah berjalan dengan baik atau terdapat kendala, 

kendala yang ditemui kemudian akan dijadikan sebagai bahan perbaikan oleh 

manajemen puncak (Primanandi et al., 2022). Pemantauan atau pengawasan yang 

dilakukan dalam sebuah sistem pengendalian internal bertujuan untuk menilai kinerja 

setiap bidang atau bagian dalam organisasi serta sebagai bahan evaluasi yang selanjutnya 

dilakukan tindakan perbaikan sehingga sistem pengendalian internal yang diterapkan 

dalam sebuah lembaha dapat berjalan secara efektif (Muanas & Prakoso, 2022). 

Perbaikan pada unsur pemantauan atau pengawasan yang dapat dilakukan yakni: 

a) Penambahan CCTV pada lokasi unit usaha pembayaran online. 

b) Pencetakan bukti transaksi yang digunakan direktur utama dan bendahara dalam 

penyesuaian laporan keuangan yang disusun oleh operator dengan bukti 

transaksi. 

c) Adanya pemisahan fungsi pencatatan dan penerimaan keuangan. 

d) Melakukan evaluasi atas kinerja penanggung jawab unit usaha dan perbaikan atas 

sistem pengendalian internal yang tidak efektif.  

KESIMPULAN 

Pengendalian internal BUMDes B untuk unit usaha peternakan sudah baik, namun 

buruk pada unit usaha jasa pembayaran online. Evaluasi atas sistem pengendalian 

internal yang dilakukan oleh peneliti menunjukan hasil bahwa dalam BUMDes B: 1) tidak 

terdapat struktur organisasi sehingga tidak terdapat pemisahan tugas dan wewenang 

yang jelas tepat; 2) penilaian resiko yang dijalankan selama ini sudah efektif karena 

mempertimbangkan banyak aspek dan resiko terburuk atas penerapan unit usaha, sudah 

terdapat penialain resiko pada unit usaha peternakan selama tahun berjalan, dan belum 

ada penilaian resiko untuk unit usaha pembayaran online untuk tahun berjalan; 3) 

terdapat pengendalian internal yang baik pada unit usaha peternakan dan tidak terdapat 

pengendalian aktivitas pada unit usaha pembayaran online; 4) terdapat informasi dan 

komunikasi yang efektif pada unit usaha peternakan dan tidak terdapat informasi dan 

komunikasi yang jelas pada unit usaha pembayaran online; 5) terdapat pemantauan yang 

baik pada unit usaha peternakan namun tidak terdapat pemantauan pada unit usaha 

pembayaran online. 

Dengan demikian perlu adanya perbaikan pada sistem pengendalian internal 

BUMDes B antara lain: 1) pembentukan struktur organisasi yang baru dan memperjelas 
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pembagian tugas pokok dan fungsi pada masing-masing bagian; 2) membentuk 

kebijakan-kebijakan baru yang memperjelas alur transaksi dan mempermudah dalam 

pembuatan laporan keuangan; 3) menyampaikan informasi mengenai kebijakan-

kebijakan yang baru dan membangun komunikasi yang efektif sehingga terbentuk 

kerjasama yang nyaman dan menyenangkan yang akan membangun loyalitas seluruh 

komponen lembaga; 4) melakukan pengawasan pada setiap unit usaha sehingga 

meminimalisir terjadinya kecurangan. 

Keterbatasan dalam penelitian ini yakni peneliti tidak diperkenankan untuk melihat 

dan mendokumentasi AD/ART BUMDes B. Sehingga peneliti tidak dapat mengetahui 

dengan jelas pembagian tugas dan wewenang untuk masing masing bagian. Namun dari 

hasil wawancara dan pernyataan yang disampaikan oleh narasumber sudah menunjukan 

bahwa terdapat tumpang tindih tugas dan wewenang. Saran yang dapat peneliti 

sampaikan yakni untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya melakukan magang pada 

BUMDes B terlebih dahulu sehingga memiliki kesempatan untuk menggali data lebih 

dalam.  
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 The purpose of this study is to examine the partial and 
simultaneous effects of taxes, tunneling incentives, bonus 
mechanisms, company size, and exchange rates on transfer 
pricing practices within manufacturing firms listed on the 
IDX during 2019-2020. Employing a quantitative approach, 
this research utilizes secondary data sourced from 
companies' annual financial reports. A purposive sampling 
method was applied, resulting in a sample of 8 companies. 
Multiple linear regression analysis was used as the data 
analysis technique. The findings indicate that taxes and 
company size have a partial influence on transfer pricing. 
Conversely, tunneling incentives, bonus mechanisms, and 
exchange rates do not exhibit a significant impact on 
transfer pricing individually. However, when considered 
together, taxes, tunneling incentives, bonus mechanisms, 
company size, and exchange rates collectively influence 
transfer pricing. 
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  Studi ini bertujuan untuk menguji pengaruh parsial dan 
simultan dari pajak, insentif tunneling, mekanisme bonus, 
ukuran perusahaan, dan nilai tukar terhadap praktik 
transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI selama periode 2019-2020. Dengan 
menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini 
memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari laporan 
keuangan tahunan perusahaan. Metode purposive sampling 
diterapkan, menghasilkan sampel sebanyak 8 perusahaan. 
Analisis regresi linear berganda digunakan sebagai teknik 
analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak 
dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh parsial terhadap 
transfer pricing. Sebaliknya, insentif tunneling, mekanisme 
bonus, dan nilai tukar tidak menunjukkan dampak 
signifikan secara individual terhadap transfer pricing. 
Namun, jika dipertimbangkan bersama-sama, pajak, insentif 
tunneling, mekanisme bonus, ukuran perusahaan, dan nilai 
tukar secara kolektif memengaruhi transfer pricing.. 
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PENDAHULUAN 

Dalam era ekonomi global saat ini, perusahaan nasional semakin sering 

mengembangkan operasional bisnis mereka menjadi perusahaan multinasional. Dengan 

ekspansi ini, perusahaan tidak hanya beroperasi di satu negara tetapi juga di beberapa 

negara lainnya. Situasi ini memunculkan berbagai persoalan kompleks, khususnya dalam 

hal penetapan harga jual serta biaya-biaya yang berkaitan erat dengan pengawasan dan 

evaluasi kinerja perusahaan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perusahaan 

menerapkan kebijakan yang dikenal sebagai transfer pricing (Dhea Gustianti et al., 2024). 

Transfer pricing memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan operasional 

perusahaan di berbagai negara, namun praktik ini juga menuai kontroversi terkait 

implikasinya pada perpajakan dan keadilan ekonomi. 

Transfer pricing adalah strategi penentuan harga dalam transaksi yang melibatkan 

pihak-pihak dengan relasi khusus, meliputi transaksi barang, layanan, aset tidak 

berwujud, serta transaksi keuangan. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa 

harga yang ditetapkan adil dan sesuai dengan nilai pasar, sehingga dapat mencegah 

konflik dengan otoritas pajak serta mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. 

Menurut PSAK 46/IAS 12, salah satu faktor utama yang memengaruhi keputusan transfer 

pricing adalah beban pajak penghasilan. Dengan mengalihkan laba ke negara dengan tarif 

pajak lebih rendah, perusahaan dapat menekan beban pajak mereka (Tyas, 2021). 

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi praktik transfer pricing adalah insentif 

tunneling, yang mana pemegang saham mayoritas cenderung memanfaatkan hubungan 

khusus demi keuntungan pribadi, seringkali dengan mengabaikan hak-hak pemegang 

saham minoritas. Selain itu, mekanisme bonus yang diberikan kepada manajer 

berdasarkan pencapaian target laba juga dapat mendorong praktik transfer pricing untuk 

meningkatkan laba secara artifisial. Ukuran perusahaan, fluktuasi nilai tukar, dan insentif 

lainnya turut memengaruhi keputusan perusahaan dalam menerapkan transfer pricing. 

Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak pajak, insentif tunneling, mekanisme 

bonus, ukuran perusahaan, serta nilai tukar terhadap pengambilan keputusan terkait 

transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2019-

2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak dan tunneling incentive berpengaruh 

signifikan terhadap transfer pricing, sejalan dengan temuan (Mas Bayu Anggah & Yuliati, 
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2024). Sementara itu, mekanisme bonus dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

signifikan, berbeda dari hasil penelitian (Nurilah, 2024). Di sisi lain, nilai tukar 

berpengaruh terhadap transfer pricing, sebagaimana dikemukakan oleh (Samalagi et al., 

2024), meskipun arah pengaruhnya bervariasi tergantung pada kondisi ekonomi. 

Temuan ini menegaskan sekaligus menantang hasil penelitian sebelumnya, 

menunjukkan adanya inkonsistensi yang membuka peluang kajian lebih lanjut. 

Praktik transfer pricing sering kali menimbulkan kontroversi. Contoh kasus 

internasional terjadi pada Starbucks di Inggris, yang menggunakan transfer pricing untuk 

menghindari pajak besar dengan mentransfer keuntungan ke negara-negara dengan tarif 

pajak lebih rendah. Di Indonesia, kasus PT Adaro menunjukkan bagaimana perusahaan 

dapat menetapkan harga transfer di bawah nilai pasar, sehingga merugikan pendapatan 

negara. Kasus-kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan dan regulasi yang lebih 

ketat untuk mencegah manipulasi yang merugikan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi 

keputusan perusahaan dalam menerapkan transfer pricing, khususnya di Indonesia. 

Fokus penelitian adalah pada pengaruh beban pajak, tunneling incentive, mekanisme 

bonus, ukuran perusahaan, dan nilai tukar terhadap keputusan transfer pricing. Berbeda 

dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini akan mengintegrasikan analisis data 

empiris dan studi kasus terkini untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif 

mengenai transfer pricing. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi dalam memahami dinamika transfer pricing serta memberikan 

rekomendasi kebijakan untuk otoritas terkait. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Berbagai studi tentang transfer pricing telah dilakukan untuk mengidentifikasi 

faktor-faktor yang relevan. Dalam penelitiannya, Andraeni (2017) meneliti dampak nilai 

tukar, insentif tunneling, serta mekanisme bonus terhadap keputusan transfer pricing 

perusahaan, dengan mengukur transfer pricing melalui transaksi penjualan dengan 

pihak-pihak yang memiliki hubungan khusus. Temuan penelitian ini mengindikasikan 

bahwa nilai tukar dan insentif tunneling memiliki pengaruh yang signifikan, sementara 

mekanisme bonus tidak. 
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 Sejalan dengan itu, Anggraeni (2017) juga melakukan eksplorasi terhadap faktor-

faktor yang memengaruhi keputusan transfer pricing pada perusahaan manufaktur, 

dengan menitikberatkan pada pajak, perjanjian utang (debt covenant), dan nilai tukar. 

Studi ini menyimpulkan bahwa pajak, perjanjian utang, dan nilai tukar secara bersama-

sama memengaruhi transfer pricing, meskipun secara individual hanya perjanjian utang 

dan nilai tukar yang memiliki pengaruh signifikan. 

Selanjutnya, Fitriani (2019) melakukan investigasi terhadap pengaruh pajak, insentif 

tunneling, perjanjian utang, dan aset tidak berwujud terhadap transfer pricing. Hasil 

penelitian ini mengungkapkan bahwa secara parsial, pajak dan insentif tunneling tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan, perjanjian utang berpengaruh negatif dan signifikan, 

sementara aset tidak berwujud tidak memengaruhi transfer pricing. Dalam studinya, 

Ardana (2019) turut menginvestigasi determinan-determinan keputusan transfer 

pricing, dengan memberikan perhatian khusus pada pajak, insentif tunneling, nilai tukar, 

dan leverage. Temuan riset ini mengindikasikan bahwa secara individual, hanya pajak 

yang memiliki dampak signifikan terhadap transfer pricing, sedangkan insentif tunneling, 

nilai tukar, dan leverage tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. 

Faktor-faktor lain yang turut dieksplorasi pengaruhnya terhadap transfer pricing 

meliputi mekanisme bonus dan ukuran perusahaan. Ramdhani (2020) menganalisis 

dampak pajak, mekanisme bonus, ukuran perusahaan, serta insentif tunneling terhadap 

transfer pricing. Hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa pajak, mekanisme bonus, 

dan insentif tunneling memiliki pengaruh positif terhadap transfer pricing. Akan tetapi, 

hasil yang kontradiktif diperoleh oleh Apriliyana (2020), yang menguji dampak pajak, 

insentif tunneling, dan nilai tukar terhadap transfer pricing perusahaan. Studi ini 

menyimpulkan bahwa pajak, insentif tunneling, dan nilai tukar tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap transfer pricing perusahaan. 

Sulastri (2020) turut mengeksplorasi determinan-determinan lain, yaitu 

pembayaran pajak, insentif tunneling, dan kepemilikan asing terhadap keputusan 

transfer pricing. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa pembayaran pajak 

memiliki pengaruh yang signifikan, sementara insentif tunneling dan kepemilikan asing 

tidak signifikan terhadap keputusan transfer pricing. Kurniawati (2020) juga melakukan 

pengujian terhadap pengaruh pajak, ukuran perusahaan, leverage, mekanisme bonus, 

dan insentif tunneling terhadap transfer pricing. Hasil risetnya menunjukkan bahwa 
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pajak, ukuran perusahaan, dan insentif tunneling memiliki dampak yang signifikan, 

sementara leverage dan mekanisme bonus tidak signifikan. 

Faktor-faktor yang berkaitan dengan Good Corporate Governance (GCG) juga 

menjadi fokus penelitian terkait transfer pricing. Isnaini (2021) meneliti dampak 

independensi, GCG, serta kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan. Temuan 

penelitiannya mengindikasikan bahwa insentif tunneling tidak berpengaruh, mekanisme 

bonus memiliki pengaruh positif, dan beban pajak tidak memengaruhi keputusan 

perusahaan dalam transfer pricing. 

Pungkasaari (2023) meneliti pengaruh perencanaan pajak, insentif tunneling, 

ukuran perusahaan, dan kepemilikan asing terhadap keputusan transfer pricing. Hasil 

risetnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan insentif tunneling tidak memiliki 

dampak yang signifikan, sementara ukuran perusahaan dan kepemilikan asing memiliki 

pengaruh positif yang signifikan terhadap keputusan transfer pricing. 

Berdasarkan uraian di atas, studi-studi sebelumnya menunjukkan hasil yang 

bervariasi terkait determinan-determinan yang memengaruhi transfer pricing. Beberapa 

faktor seperti nilai tukar, insentif tunneling, pajak, perjanjian utang, ukuran perusahaan, 

mekanisme bonus, dan kepemilikan asing ditemukan memiliki dampak signifikan 

terhadap transfer pricing, sementara faktor-faktor lainnya tidak signifikan. 

Kajian Teori 

Tinjauan pustaka ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi praktik transfer 

pricing, dimulai dengan Teori agensi yang menjelaskan hubungan antara manajemen dan 

pemegang saham, di mana asimetri informasi dapat memicu konflik kepentingan dan 

mempengaruhi keputusan transfer pricing (Jensen & Meckling, 1976; Kusumawari, 

2018). Transfer pricing sendiri adalah kebijakan penentuan harga transfer dalam 

transaksi antar perusahaan, baik dalam satu negara maupun antar negara (Hadi 

Setiawan, 2014), yang seringkali dimanfaatkan untuk menghindari pajak dengan 

mengalihkan beban pajak ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah (Refgia, 

2017; UU Nomor 16 Tahun 2009). Praktik tunneling, yang mana pemegang saham 

mayoritas merugikan kepentingan pemegang saham minoritas, juga dapat berdampak 

pada kebijakan transfer pricing (Wafiroh & Hapsari, 2015). Mekanisme bonus, meskipun 

seringkali diasosiasikan sebagai pemicu transfer pricing, ternyata tidak selalu menjadi 
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determinan utama karena perusahaan juga memperhatikan reputasi dan sistem 

pengendalian internal yang efektif (Mineri Paramitha, 2018). Skala perusahaan, yang 

diukur melalui total aset, juga berkontribusi pada kompleksitas struktur manajemen dan 

potensi keuntungan (Khotimah, 2018; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-

DAG/PER/9/2009). Di samping itu, fluktuasi nilai tukar mata uang dan karakteristik unik 

perusahaan manufaktur turut memengaruhi keputusan transfer pricing (Asyinta, 2019; 

Pratiwi, 2018; www.detik.com). Dengan mempertimbangkan landasan teori agensi, 

konsep transfer pricing, serta faktor-faktor seperti pajak, insentif tunneling, mekanisme 

bonus, ukuran perusahaan, nilai tukar, dan karakteristik perusahaan manufaktur, studi 

ini berupaya untuk menyajikan wawasan yang lebih mendalam mengenai determinan-

determinan yang memengaruhi praktik transfer pricing di Indonesia. 

METODE PENELITIAN 

Studi ini mengadopsi metode penelitian kuantitatif dengan memanfaatkan data 

sekunder yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023. Objek penelitian mencakup 

perusahaan manufaktur multinasional dengan populasi sebanyak 164 perusahaan dan 

menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih sampel berdasarkan kriteria 

tertentu, seperti kepemilikan saham asing, laporan tahunan konsisten, dan pelaporan 

dalam mata uang non-rupiah. Variabel penelitian meliputi variabel bebas (pajak, 

tunneling incentive, mekanisme bonus, ukuran perusahaan, dan nilai tukar) dan variabel 

terikat (transfer pricing), dengan definisi operasional dan metode pengukuran yang jelas. 

Data dikumpulkan melalui dokumentasi dari situs IDX dan studi literatur, kemudian 

dianalisis menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, 

serta uji t, F, dan determinasi untuk menguji hubungan antara variabel. Metodologi yang 

terstruktur ini bertujuan memberikan hasil yang valid dan dapat digeneralisasikan sesuai 

dengan hipotesis yang diajukan. 

 

 

HASIL PENELITIAN 

Karakteristik Hasil Penelitian 



RISTANSI: Riset Akuntansi, Volume 6, Nomor 2, Desember 2025, Hal 215 - 233 

 

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN TRANSFER PRICING PERUSAHAAN MANUFAKTUR...| 221  
 

Pemilihan sampel penelitian dilakukan berdasarkan kriteria tertentu. Setelah proses 

seleksi, terdapat 8 perusahaan yang memenuhi kriteria, menghasilkan total 40 

pengamatan. Rincian sampel dijelaskan dalam tabel berikut: 

Tabel 1 
Pemilihan Sampel 

Kriteria Seleksi Sampel Jumlah 

Perusahaan manufaktur multinasional di BEI (2019-2023) 164 
Tidak memiliki persentase kepemilikan asing minimal 20% (84) 
Mengalami kerugian selama periode penelitian (52) 
Tidak melaporkan laporan keuangan berturut-turut (17) 
Pelaporan tidak menggunakan mata uang rupiah (3) 
Jumlah Perusahaan Sampel     8 

Sumber: Data diolah sendiri, 2024 

Tabel 2 
Daftar Perusahaan Sampel 

No Kode Nama Perusahaan 
1 ASII PT. Astra Internasional Tbk 
2 DVLA PT. Darya Varia Tbk 
3 INDF PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 
4 INTP PT. Indocement Tunggal Prakasa Tbk 
5 JPFA PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk 
6 SKLT PT. Sekar Laut Tbk 
7 SMGR PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk 
8 UNVR PT. Unilever Indonesia Tbk 

Sumber: Data dioleh sendiri, 2024 

Analisis Hasil Penelitian 

Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah salah satu teknik analisis data yang digunakan untuk 

memberikan gambaran atau deskripsi ringkas mengenai suatu data. Tabel berikut 

menyajikan hasil statistik deskriptif yang diperoleh dari pengolahan data menggunakan 

perangkat lunak SPSS 25 terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini: 

 

 
Tabel 3 

Statistik Deskriptif 
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Variabel N Minimum Maksimum Mean Std. 
Deviation 

Pajak 40 0.15 0.40 0.2383 0.04742 
Tunneling 
Incentive 

40 0.27 0.92 0.5904 0.18364 

Mekanisme 
Bonus 

40 0.63 1.99 1.0546 0.31392 

Ukuran 
Perusahaan 

40 27.37 33.73 30.6899 1.97616 

Exchange 
Rate 

40 -0.03 0.11 0.0121 0.02920 

Transfer 
Pricing 

40 0.01 0.26 0.0815 0.07482 

Sumber: Output SPSS 25, 2024 

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS 25, variabel transfer pricing 

menunjukkan nilai rata-rata sebesar 8,15% dengan standar deviasi 7,48%, yang 

mengindikasikan penyebaran data yang relatif kecil. Variabel pajak memiliki nilai rata-

rata 0,2383 dengan standar deviasi 0,04742, yang menunjukkan distribusi data yang 

merata. Variabel insentif tunneling, mekanisme bonus, ukuran perusahaan, dan nilai 

tukar juga dianalisis, dan hasilnya menunjukkan tingkat variasi data yang beragam. 

Secara umum, sebagian besar variabel memiliki standar deviasi yang lebih rendah 

dibandingkan nilai rata-ratanya, yang menandakan bahwa data cenderung homogen. 

Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mendeteksi keberadaan hubungan yang kuat 

antar variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas dapat memengaruhi 

hasil analisis regresi, menyebabkan estimasi koefisien menjadi tidak stabil dan 

mengurangi validitas inferensial model. Dalam studi ini, uji multikolinearitas dilakukan 

dengan mengevaluasi nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai Tolerance. Jika nilai 

VIF < 10 dan nilai Tolerance > 0,1, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

masalah multikolinearitas yang signifikan dalam model regresi. 

Tabel 4 
Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF 
Pajak 0.863 1.159 
Tunneling Incentive 0.853 1.172 
Mekanisme Bonus 0.843 1.186 
Ukuran Perusahaan 0.852 1.174 
Exchange Rate 0.860 1.163 
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Sumber: Output SPSS 25, 2024 

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel di atas, seluruh variabel independen 

memiliki nilai VIF di bawah 10 dan nilai Tolerance di atas 0,1, yang mengindikasikan 

bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam penelitian ini.. 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan varian 

residual antara setiap observasi dalam model regresi. Jika pola distribusi titik-titik pada 

scatterplot membentuk pola tertentu, maka mengindikasikan adanya 

heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika titik-titik tersebar secara acak, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

Gambar 1 
Uji heterokedastisitas 

 

Sumber: Output SPSS 25, 2024 

Berdasarkan analisis scatterplot, terlihat bahwa titik-titik data tersebar secara acak di 

atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y tanpa membentuk pola yang jelas. Hal ini 

mengindikasikan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara residual pada 

suatu observasi dengan observasi sebelumnya dalam model regresi. Dalam studi ini, uji 

autokorelasi dilakukan dengan menggunakan Run Test. Jika nilai signifikansi yang 

diperoleh lebih besar dari 0,05, maka data dianggap bebas dari autokorelasi. 

Tabel 5 
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Uji Autokorelasi 

Uji Nilai 
Test Value 0.17679 
Cases < Test Value 9 
Cases >= Test Value 9 
Total Cases 18 
Number of Runs 8 
Z -0.729 
Asymp. Sig. (2-Tailed) 0.466 

Sumber: Output SPSS 25, 2024 

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel di atas, nilai signifikansi sebesar 0,466 lebih 

besar dari 0,05, yang mengindikasikan bahwa model regresi ini tidak mengalami masalah 

autokorelasi. 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Uji regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen dalam penelitian ini. 

Tabel 6 
Hasil Regresi Linear Berganda 

Variabel B Std. Error Beta t Sig. 
(Constant) -0.533 0.197 - -2.713 0.010 
Pajak 0.824 0.225 0.528 3.655 0.001 
Tunneling 
Incentive 

-0.005 0.058 -0.013 -0.090 0.929 

Mekanisme 
Bonus 

0.011 0.034 0.048 0.331 0.743 

Ukuran 
Perusahaan 

0.013 0.005 0.355 2.444 0.020 

Exchange 
Rate 

0.271 0.371 0.106 0.731 0.470 

Sumber: Output SPSS 25, 2024 

Berdasarkan tabel di atas, persamaan regresi yang dihasilkan dapat diinterpretasikan 

sebagai berikut: 

a. Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap transfer pricing. 

b. Insentif tunneling tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap transfer pricing. 

c. Mekanisme bonus tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap transfer pricing. 

d. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap transfer pricing. 

e. Nilai tukar tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap transfer pricing. 
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Uji Hipotesis 

Uji Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh individual setiap variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

Tabel 7 
Uji parsial 

Variabel t Sig. Kesimpulan 
Pajak 3.655 0.001 Berpengaruh 

signifikan 
Tunneling 
Incentive 

-0.090 0.929 Tidak berpengaruh 
signifikan 

Mekanisme Bonus 0.331 0.743 Tidak berpengaruh 
signifikan 

Ukuran Perusahaan 2.444 0.020 Berpengaruh 
signifikan 

Exchange Rate 0.731 0.470 Tidak berpengaruh 
signifikan 

Sumber: Output SPSS 25, 2024 

Berdasarkan hasil uji t, dapat disimpulkan bahwa hanya variabel pajak dan ukuran 

perusahaan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap transfer pricing. 

Uji Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh secara bersama-sama dari variabel-variabel 

independen terhadap variabel dependen 

Tabel 8 
Uji F 

Statistik F Sig. 
5.213 0.004 

Sumber: Output SPSS 25, 2024 

Karena nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara 

simultan, variabel pajak, insentif tunneling, mekanisme bonus, ukuran perusahaan, dan 

nilai tukar memiliki pengaruh terhadap transfer pricing. 

 

Hasil Perhitungan Variabel Pajak (ETR) 

Tabel 9 
Perhitungan Variabel Pajak (ETR) 
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No Kode Tahun Mean 
1 ASII 2019-2023 0,20 
2 DVLA 2019-2023 0,27 
3 INDF 2019-2023 0,28 
4 INTP 2019-2023 0,19 
5 JPFA 2019-2023 0,26 
6 SKLT 2019-2023 0,21 
7 SMGR 2019-2023 0,28 
8 UNVR 2019-2023 0,23 

Sumber: Data dioleh sendiri, 2024 

Berdasarkan tabel di atas, variasi ETR menunjukkan tingkat efektivitas pajak yang 

dibayarkan. Lalu, SMGR mencatatkan nilai tertinggi sebesar 0,40 pada tahun 2021. 

Sementara itu, rata-rata ETR tertinggi dicatat oleh INDF dan SMGR. 

Hasil Perhitungan Variabel Tunneling Incentive 

Tabel 10 
Perhitungan Tunneling Incentive 

No Kode Tahun Mean 
1 ASII 2019-2023 0,50 
2 DVLA 2019-2023 0,92 
3 INDF 2019-2023 0,50 
4 INTP 2019-2023 0,53 
5 JPFA 2019-2023 0,54 
6 SKLT 2019-2023 0,36 
7 SMGR 2019-2023 0,51 
8 UNVR 2019-2023 0,85 

Sumber: Data dioleh sendiri, 2024 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa DVLA dan UNVR memiliki rata-rata 

tertinggi (0,92 dan 0,85), menunjukkan dominasi kepemilikan asing. Sementara itu, 

SKLT memiliki rata-rata terendah (0,36). 

Hasil Perhitungan Variabel Mekanisme Bonus (ITN) 

Tabel 11 
Perhitungan ITN 

No Kode Tahun Mean 
1 ASII 2019-2023 1,20 
2 DVLA 2019-2023 0,90 
3 INDF 2019-2023 1,20 
4 INTP 2019-2023 1,13 
5 JPFA 2019-2023 0,90 
6 SKLT 2019-2023 1,26 
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No Kode Tahun Mean 
7 SMGR 2019-2023 0,96 
8 UNVR 2019-2023 0,88 

Sumber: Data dioleh sendiri, 2024 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa SKLT mencatatkan nilai tertinggi 

(1,99) pada 2021, mencerminkan kenaikan laba bersih 99%, sedangkan UNVR memiliki 

nilai terendah (0,88). 

Hasil Perhitungan Ukuran Perusahaan 

Tabel 12 
Perhitungan Ukuran Perusahaan 

No Kode Tahun Mean 
1 ASII 2019-2023 33,57 
2 DVLA 2019-2023 28,32 
3 INDF 2019-2023 32,69 
4 INTP 2019-2023 30,94 
5 JPFA 2019-2023 31,01 
6 SKLT 2019-2023 27,56 
7 SMGR 2019-2023 30,85 
8 UNVR 2019-2023 30,57 

Sumber: Data dioleh sendiri, 2024 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa ASII mencatatkan nilai tertinggi 

(33,73 pada 2023), sedangkan SKLT memiliki nilai terendah (27,56). 

Hasil Perhitungan Variabel Exchange Rate (ER) 

Tabel 13 
Perhitungan Exchange Rate (ER) 

No Kode Tahun Mean 
1 ASII 2019-2023 0,00 
2 DVLA 2019-2023 0,01 
3 INDF 2019-2023 0,06 
4 INTP 2019-2023 0,01 
5 JPFA 2019-2023 0,02 
6 SKLT 2019-2023 0,00 
7 SMGR 2019-2023 0,00 
8 UNVR 2019-2023 0,00 

Sumber: Data dioleh sendiri, 2024 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahu bahwa INDF mencatatkan nilai tertinggi (0,11 

pada 2021), sedangkan Perusahaan lain menunjukkan variasi yang kecil. 
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PEMBAHASAN 

Dalam bagian interpretasi ini, penulis akan menganalisis hubungan antara temuan-

temuan dari hasil penelitian dengan teori-teori yang mendasari penelitian sebelumnya. 

Pembahasan ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan pajak, insentif tunneling, 

mekanisme bonus, ukuran perusahaan, dan nilai tukar terhadap transfer pricing pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-

2023. Interpretasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Pengaruh Pajak terhadap Transfer Pricing 

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa variabel pajak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap transfer pricing. Ini berarti bahwa pajak memengaruhi praktik 

transfer pricing karena tingkat pajak yang berlaku di suatu negara dapat memengaruhi 

keputusan perusahaan dalam menetapkan harga transfer antar entitas yang terafiliasi. 

Tingkat pajak yang tinggi dapat mendorong perusahaan untuk menggunakan transfer 

pricing sebagai strategi untuk mengelola laba dan beban pajak secara efisien. Perusahaan 

cenderung mempertimbangkan faktor pajak dalam menentukan harga transfer dengan 

tujuan untuk meminimalkan beban pajak yang dikeluarkan. Dengan demikian, perbedaan 

tingkat pajak antar negara dapat memengaruhi praktik transfer pricing perusahaan 

dalam rangka mengoptimalkan posisi pajak mereka secara global.Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Wardani & Rini, 2021), yang 

menunjukkan bahwa variabel pajak berpengaruh terhadap transfer pricing. Namun, 

temuan ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aulia Putri et al., 2020), yang 

menyatakan bahwa pajak tidak memiliki pengaruh terhadap transfer pricing. 

Pengaruh Tunneling Incentive terhadap Transfer Pricing 

Pengaruh Insentif Tunneling terhadap Transfer PricingHasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel insentif tunneling tidak memiliki pengaruh terhadap 

transfer pricing. Hipotesis yang menyatakan bahwa penerapan insentif tunneling 

berpengaruh terhadap transfer pricing ditolak. Ini berarti bahwa semakin besar 

kepemilikan oleh pemegang saham mayoritas tidak meningkatkan keputusan untuk 

melakukan transfer pricing. Kontrol internal yang efektif dapat membantu mencegah 

praktik tunneling melalui transfer pricing yang tidak adil atau tidak seimbang. Dengan 

adanya mekanisme pengawasan yang ketat, perusahaan dapat meminimalkan risiko 
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penyalahgunaan transfer pricing untuk tujuan tunneling. Temuan penelitian ini 

konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh (Rito & Azzahra, 2018), yang menyatakan 

bahwa variabel insentif tunneling tidak berpengaruh terhadap transfer pricing.  

Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing 

Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap Transfer PricingHasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel mekanisme bonus tidak memiliki pengaruh terhadap transfer pricing, 

sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa penerapan mekanisme bonus berpengaruh 

terhadap transfer pricing ditolak. Mekanisme bonus tidak memengaruhi praktik transfer 

pricing karena lebih berfokus pada pendorong kinerja individu atau kelompok dalam 

mencapai target tertentu. Sementara itu, transfer pricing berkaitan dengan penetapan 

harga barang atau jasa antar entitas dalam perusahaan serta pengalokasian laba dan 

biaya di antara unit bisnis internal. Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian 

sebelumnya oleh (Setyorini & Nurhayati, 2022), yang menyatakan bahwa variabel 

mekanisme bonus tidak memiliki pengaruh terhadap transfer pricing. Namun, temuan ini 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Eli Putri Anggraini, 2024), yang 

menyatakan bahwa variabel mekanisme bonus memiliki pengaruh terhadap transfer 

pricing. 

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing 

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Transfer PricingBerdasarkan analisis data 

yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh 

terhadap transfer pricing. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan secara parsial memengaruhi transfer pricing diterima. Ukuran perusahaan 

merupakan indikator yang mencerminkan besar atau kecilnya suatu perusahaan. Ukuran 

perusahaan memengaruhi praktik transfer pricing karena perusahaan yang lebih besar 

cenderung memiliki struktur organisasi yang lebih kompleks dan volume transaksi yang 

lebih tinggi antar entitas bisnis internal.Perusahaan besar sering kali beroperasi di 

berbagai yurisdiksi pajak yang berbeda dan tunduk pada regulasi yang kompleks terkait 

transfer pricing, yang dapat memengaruhi kebijakan transfer pricing yang diterapkan. 

Selain itu, kompleksitas dan skala operasi yang lebih besar juga dapat memengaruhi 

insentif manajerial dalam mengelola transfer pricing untuk meminimalkan risiko pajak 

dan mematuhi regulasi yang berlaku. Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian 
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yang dilakukan oleh (Widya Anggraini et al., 2023), yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan memiliki pengaruh terhadap transfer pricing..  

Pengaruh Exchange Rate terhadap Transfer Pricing 

Transfer pricing berhubungan dengan penentuan harga produk atau jasa yang 

diperdagangkan antar unit bisnis yang berbeda dalam satu perusahaan atau grup 

perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi. Penentuan harga dalam transfer pricing 

didasarkan pada pertimbangan aspek keuntungan dan biaya produksi, bukan pada nilai 

tukar mata uang.Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Mauliddiyah, 2021), yang menyatakan bahwa nilai tukar tidak memiliki pengaruh 

terhadap transfer pricing, karena faktor utama yang memengaruhi transfer pricing lebih 

cenderung berkaitan dengan kebijakan perusahaan, struktur biaya, serta regulasi 

perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa fluktuasi nilai 

tukar tidak secara signifikan memengaruhi keputusan perusahaan dalam menetapkan 

harga transfer, sehingga aspek lain seperti strategi bisnis dan insentif pajak lebih 

dominan dalam praktik transfer pricing. 

Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, dan 

Exchange Rate terhadap Transfer Pricing 

Pengaruh Pajak, Insentif Tunneling, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, dan Nilai 

Tukar terhadap Transfer PricingBerdasarkan hasil uji ANOVA, dapat disimpulkan bahwa 

variabel pajak, insentif tunneling, mekanisme bonus, ukuran perusahaan, dan nilai tukar 

secara simultan memengaruhi transfer pricing. Dengan demikian, hipotesis yang 

menyatakan bahwa variabel pajak, insentif tunneling, mekanisme bonus, ukuran 

perusahaan, dan nilai tukar secara simultan memengaruhi transfer pricing 

diterima.Variabel pajak dan ukuran perusahaan secara parsial memengaruhi transfer 

pricing, namun variabel insentif tunneling, mekanisme bonus, dan nilai tukar tidak 

memengaruhi transfer pricing. Hal ini menunjukkan bahwa variabel insentif tunneling, 

mekanisme bonus, dan nilai tukar tidak dapat berdiri sendiri dalam menjelaskan transfer 

pricing. Maka, dapat disimpulkan bahwa perusahaan manufaktur dalam melakukan 

transfer pricing tidak hanya memperhatikan insentif tunneling, mekanisme bonus, dan 

nilai tukar, tetapi juga mempertimbangkan tarif pajak dan ukuran perusahaan. 

KESIMPULAN 
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor-

faktor yang memengaruhi transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2023 antara lain adalah pajak dan ukuran 

perusahaan. Pajak terbukti memengaruhi keputusan perusahaan dalam menetapkan 

harga transfer antar entitas terafiliasi, di mana tingkat pajak yang tinggi dapat 

mendorong perusahaan untuk mengelola beban pajaknya melalui transfer pricing. 

Ukuran perusahaan juga memengaruhi praktik transfer pricing, dengan perusahaan yang 

lebih besar cenderung memiliki struktur organisasi yang kompleks dan volume transaksi 

antar entitas yang lebih tinggi, yang pada gilirannya memengaruhi kebijakan transfer 

pricing. Namun, variabel insentif tunneling, mekanisme bonus, dan nilai tukar tidak 

terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap transfer pricing dalam konteks 

perusahaan manufaktur di Indonesia. Oleh karena itu, meskipun perusahaan harus 

mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti insentif tunneling, mekanisme bonus, dan 

nilai tukar, kebijakan transfer pricing mereka lebih dipengaruhi oleh faktor pajak dan 

ukuran perusahaan. 
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lebih objektif dan mendorong keterbukaan informasi, 
sebaliknya, rendahnya independensi dapat menimbulkan 
konflik kepentingan. Komite audit yang menjalankan 
fungsinya secara optimal mampu meningkatkan 
pengawasan sistem pengendalian internal, sedangkan 
komite yang tidak efektif cenderung melemahkan 
transparansi karena lemahnya pengawasan. 

 
PENDAHULUAN 

Transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen penting dalam manajemen 

perusahaan, khususnya bagi perusahaan terbuka yang bertanggung jawab kepada 

pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Salah satu pilar utama dalam 

penerapan prinsip Good Corporate Governance adalah sistem pengendalian internal. 

Pengendalian yang efektif berperan dalam mencegah penyimpangan, kecurangan, dan 

pelanggaran terhadap aturan yang berlaku, sehingga mampu menjaga keberlangsungan 

perusahaan dan meningkatkan kepercayaan investor (Ashfaq & Rui, 2019). Sebaliknya, 

lemahnya pengendalian internal dapat menimbulkan kerugian besar, sebagaimana 

tercermin dalam kasus Enron yang memicu munculnya Sarbanes-Oxley Act sebagai 

bentuk penguatan regulasi di Amerika Serikat (Ashfaq & Rui, 2019). 

Di Indonesia, meskipun telah ada regulasi yang mengatur tentang pengungkapan 

pengendalian internal melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 

16/SEOJK.04/2021 yang mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan informasi 

mengenai pengendalian internal dalam laporan tahunan, kenyataannya pengungkapan 

tersebut masih jauh dari memadai. Berbagai kasus penyimpangan keuangan, seperti yang 

diungkapkan Burhan (2025) pada bisnis.com yaitu kasus dugaan korupsi salah satu 

pejabat Bank BJB pada tahun 2025. Selain itu Puspadini (2025) pada CNBC Indonesia 

menjelaskan adanya kasus dugaan manipulasi kredit di Bank Jatim cabang Jakarta senilai 

Rp569,42 miliar pada tahun 2025. Beberapa kasus yang masih terjadi menunjukkan 

bahwa meskipun regulasi telah ada, kelemahan dalam pengendalian internal masih tetap 

terjadi. Kondisi ini mencerminkan bahwa penerapan pengendalian internal dan 

pengungkapannya belum berjalan secara optimal. Penelitian oleh Arisandi dkk., (2019) 

menunjukkan bahwa pengungkapan pengendalian internal memiliki hubungan 

signifikan dengan kualitas pelaporan keuangan di sektor perbankan Indonesia. 

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan pengendalian internal 

adalah struktur kepemilikan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Sukiswo (2018) 
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menunjukkan bahwa perusahaan yang didominasi oleh pemegang saham institusional 

cenderung lebih terbuka dalam mengungkapkan pengendalian internal, karena adanya 

dorongan untuk memenuhi regulasi serta menjaga reputasi perusahaan. Penelitian 

Priantaka & Dewayanto (2019) juga menekankan bahwa semakin besar proporsi 

kepemilikan institusional, semakin tinggi dorongan bagi perusahaan untuk melakukan 

pengungkapan secara transparan. Hal tersebut didorong oleh kepentingan investor 

institusional yang membutuhkan informasi yang jelas dan akurat mengenai pengendalian 

internal perusahaan. 

Selain kepemilikan perusahaan, keberadaan dewan komisaris dan komite audit turut 

berperan penting dalam keterbukaan terkait pengendalian internal. Dewan komisaris 

bertugas mengawasi jalannya pengendalian oleh manajemen. Penelitian Ardiansyah & 

Fanny (2021) menemukan bahwa dewan komisaris independen mampu meningkatkan 

transparansi karena dapat menjalankan fungsi pengawasan secara lebih objektif. 

Temuan serupa juga disampaikan oleh Priantaka & Dewayanto (2019), yang menyatakan 

bahwa independensi dewan komisaris berdampak positif terhadap keterbukaan dalam 

pengendalian internal. 

Komite audit, yang bertugas mengawasi laporan keuangan serta sistem pengendalian 

internal, turut berperan dalam meningkatkan transparansi pengungkapan pengendalian 

internal. Komite audit dalam suatu perusahaan berperan sebagai mekanisme 

pengendalian sekaligus penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris 

dalam mengidentifikasi permasalahan terkait pengendalian (Nurhafifah dkk., 2025). 

Seperti yang dijelaskan oleh Abadi dkk., (2023), komite audit yang berfungsi dengan baik 

dapat memperbaiki kualitas laporan keuangan dan memastikan efektivitas pengendalian 

internal. Penelitian yang dilakukan oleh Ashfaq & Rui (2019) dan Manap dkk., (2023) 

juga menunjukkan bahwa komite audit yang memiliki anggota dengan latar belakang 

pendidikan di bidang akuntansi atau keuangan dapat meningkatkan kualitas 

pengungkapan pengendalian internal. 

Meskipun pengungkapan pengendalian internal penting dalam mendukung praktik 

tata kelola yang baik, implementasinya masih menemui berbagai hambatan. Kurangnya 

transparansi dapat merusak citra perusahaan dan menurunkan kepercayaan investor. 

Kasus-kasus yang masih terjadi menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme 

pengendalian internal belum sepenuhnya efektif dalam mencegah kecurangan dan 
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pelanggaran. Selain itu, meskipun telah ada  regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

yang mewajibkan pengungkapan pengendalian internal, praktik di lapangan 

menunjukkan bahwa kualitas dan kelengkapan informasi yang disampaikan masih 

sangat bervariasi antar perusahaan. 

Urgensi penelitian terletak pada pentingnya memahami faktor-faktor tata Kelola 

perusahaan, seperti kepemilikan institusional, independensi dewan komisaris, dan 

efektivitas komite audit yang dapat mendorong keterbukaan dalam pengendalian 

internal. Meskipun telah banyak penelitian yang membahas topik ini, hasil-hasil yang 

diperoleh masih menunjukkan ketidakkonsistenan, baik dari sisi signifikansi pengaruh 

maupun arah hubungannya. Selain itu, Sebagian besar studi terdahulu cenderung 

terfragmentasi dan hanya membahas sebagian variabel GCG secara parsial, tanpa 

pendekatan yang terintegrasi. Penelitian juga lebih banyak berfokus pada sektor atau 

wilayah tertentu, sehingga belum ada kajian literatur yang menyajikan sintesis 

menyeluruh dari berbagai konteks lintas sektor. Oleh karena itu, penelitian dilakukan 

untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menyusun telaah literatur yang sistematis, 

sekaligus memberikan pemetaan temuan, kecenderungan umum, serta rekomendasi 

penguatan praktik tata kelola perusahaan melalui peningkatan keterbukaan 

pengendalian internal. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Teori keagenan (agency theory) menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemilik 

perusahaan) dan agen (manajemen) yang diberi wewenang untuk menjalankan 

operasional perusahaan. Dalam hubungan ini, terdapat potensi konflik kepentingan 

karena masing-masing pihak memiliki tujuan yang berbeda. Jensen & Meckling (1976) 

menyatakan bahwa manajemen sebagai agen cenderung mengejar kepentingan pribadi 

yang mungkin tidak sejalan dengan kepentingan pemilik. Oleh karena itu, dibutuhkan 

mekanisme pengawasan dan pengendalian seperti tata kelola perusahaan. Menurut Bahri 

& Arrosyid (2021) good corporate governance mencakup aspek moralitas, etika kerja, 

serta penerapan prinsip-prinsip kerja yang benar untuk mendukung optimalisasi kinerja 

jangka panjang. Good corporate governance terdiri dari berbagai struktur pengawasan 

internal seperti kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite 

audit untuk meminimalkan konflik serta memastikan bahwa manajemen bertindak 

sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Dengan demikian, teori ini menjadi dasar 
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untuk menjelaskan bagaimana struktur GCG dapat memengaruhi kualitas pengungkapan 

pengendalian internal perusahaan. 

Pengendalian internal merupakan sistem yang dirancang oleh manajemen untuk 

mencapai tujuan organisasi, termasuk efisiensi operasional, keandalan pelaporan 

keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum dan regulasi (COSO, 2013). Sistem ini terdiri 

dari kebijakan dan prosedur yang disusun untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan 

serta kecurangan. Dalam praktiknya, pengendalian internal menjadi bagian penting dari 

Good Corporate Governance karena berperan menjaga akuntabilitas dan transparansi 

dalam operasional perusahaan. Menurut Ashfaq dan Rui (2019), pengendalian internal 

yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan 

keuangan perusahaan. 

Kepemilikan institusional merujuk pada kepemilikan saham oleh lembaga seperti 

dana pensiun, perusahaan asuransi, dan manajer investasi. Priantaka dan Dewayanto 

(2019) menyatakan bahwa institusi memiliki sumber daya yang memadai untuk terlibat 

aktif dalam pengawasan perusahaan. Karena itu, keberadaan pemegang saham 

institusional sering dianggap sebagai salah satu mekanisme tata kelola yang dapat 

mendorong perusahaan untuk lebih transparan. Legina dkk., (2022) juga menambahkan 

bahwa kepemilikan institusional berpotensi memengaruhi arah kebijakan strategis 

perusahaan melalui hak suara dan tekanan kepentingan jangka panjang. Namun, 

penelitian Qodri dkk. (2024) justru menemukan bahwa kepentingan jangka pendek 

investor institusional bisa menjadi hambatan bagi pengungkapan, menciptakan potensi 

konflik yang menurunkan kualitas informasi. 

Independensi dewan komisaris adalah kondisi ketika anggota dewan tidak memiliki 

keterikatan dengan manajemen maupun pemegang saham utama. Amin dan Dewayanto 

(2018) menjelaskan bahwa dewan yang independent mampu menjalankan fungsi 

pengawasan secara objektif karena bebas dari konflik kepentingan. Ardiansyah dan 

Fanny (2021) menyebutkan bahwa struktur dewan yang independen penting untuk 

menjamin bahwa keputusan strategis diambil demi kepentingan perusahaan secara 

keseluruhan. Oleh sebab itu, independensi dianggap sebagai salah satu karakteristik 

utama yang harus dimiliki oleh dewan pengawas dalam perusahaan yang sehat. Namun, 

beberapa penelitian mencatat bahwa independensi semu (symbolic independence) 
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tanpa disertai keaktifan dan keahlian dapat membuat peran dewan menjadi tidak efektif 

(Manap, 2023). 

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan memiliki 

peran penting dalam mengawasi proses pelaporan keuangan serta efektivitas sistem 

pengendalian internal. Menurut Rakhmayani dan Faisal (2019), komite audit harus 

memiliki keahlian dalam bidang akuntansi dan keuangan agar dapat menjalankan 

tugasnya secara maksimal. Selain itu, frekuensi rapat dan tingkat keterlibatan komite 

dalam proses audit juga memengaruhi kualitas pengawasan. Abadi dkk., (2023) 

menambahkan bahwa komite audit berfungsi sebagai jembatan antara manajemen, 

auditor eksternal, dan dewan komisaris dalam menjaga keandalan informasi keuangan. 

Peran komite audit terbukti signifikan dalam meningkatkan transparansi, terutama jika 

dilaksanakan secara aktif dan tidak sekadar formalitas. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian disusun menggunakan pendekatan kualitatif yang mengutamakan kajian 

literatur. Metode kualitatif berorientasi pada pemahaman mendalam terhadap data yang 

bersifat deskriptif dan tidak melibatkan perhitungan numerik (Abdullah, 2024). 

Sementara pendekatan kajian literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber 

akademik, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, serta dokumen relevan lainnya 

yang berkaitan dengan topik yang dibahas (Stack & Malsch, 2022). Menurut Zed (2004) 

dan Snyder (2019), penelitian berbasis literatur memiliki fungsi utama untuk 

mensintesis pengetahuan yang sudah ada, mengidentifikasi celah penelitian (research 

gap), serta membangun landasan teoretis bagi studi lanjutan.  

Arief & Abbas (2021) mengungkapkan bahwa penelitian dengan pendekatan kajian 

literatur dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah perencanaan, 

yang dimulai dengan pencarian literatur akademik, termasuk artikel ilmiah, jurnal, 

prosiding, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dianalisis. Pencarian 

dilakukan dengan menggunakan kata kunci tertentu melalui platform Google Scholar 

untuk memperoleh referensi yang sesuai. Tujuan dari tahap tersebut adalah untuk 

menganalisis pengaruh desentralisasi terhadap kinerja manajerial, berdasarkan temuan 

penelitian sebelumnya yang menunjukkan hubungan antara kedua variabel tersebut. 

Tahap kedua adalah pelaksanaan, di mana literatur yang telah terkumpul disaring dan 
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disesuaikan dengan fokus penelitian. Semua data yang digunakan berasal dari literatur 

sekunder, seperti jurnal dan sumber daring, tanpa melibatkan pengumpulan data primer 

secara langsung. Tahap terakhir adalah pelaporan, di mana hasil kajian literatur disusun 

dalam bentuk laporan penelitian yang mengikuti kaidah penulisan artikel ilmiah. 

Penyusunan laporan dilakukan dengan merujuk pada temuan yang diperoleh dari 

analisis yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Proses ini juga dianjurkan 

dilakukan menggunakan kerangka sistematik seperti PRISMA (Preferred Reporting 

Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) agar hasil review memiliki 

transparansi dan replikasi tinggi (Moher dkk., 2009). 

Namun, agar hasil penelitian literatur dapat menghasilkan kesimpulan yang valid 

dan bermanfaat, tahapan tersebut dilanjutkan dengan proses analisis kritis dan 

sistematis terhadap artikel yang terpilih. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan 

mengklasifikasikan literatur berdasarkan variabel utama yaitu kepemilikan institusional, 

independensi dewan komisaris, dan komite audit serta melihat kecenderungan 

hubungan setiap variabel terhadap pengungkapan pengendalian internal. Selain itu, 

dilakukan perbandingan temuan antar studi, identifikasi kesamaan dan perbedaan hasil, 

serta penelusuran kontribusi dan keterbatasan masing-masing penelitian. Langkah ini 

penting sebagai dasar dalam mengidentifikasi research gap dan menyusun simpulan 

yang komprehensif.  

Berdasarkan pencarian literatur yang dilakukan sesuai kata kunci, diperoleh jumlah 

artikel sebagai berikut: 

Tabel 1  
Screening Literature 

Database Tahun Keterangan Jumlah 

Google Scholar 2019 – 2025 Literatur dengan kata kunci 
institutional ownership, board 
of commissioners 
independence, audit 
committee, internal control 
disclosure 

68 

2019 – 2025 Literatur dengan kata kunci 
kepemilikan institusional, 
independensi dewan 
komisaris, komite audit, 
pengungkapan pengendalian 
internal 

13 
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Database Tahun Keterangan Jumlah 

2019 – 2025 Reduksi literatur yang 
memiliki isi tidak sesuai tema 
penelitian. 

(71) 

2019 – 2025 Literatur yang sesuai dengan 
tujuan, metode, maupun 
pembahasan penelitian. 

10 

Sumber: Olah data penulis, 2025 

Tabel 1 menunjukkan bahwa penerapan kata kunci dalam Bahasa Indonesia 

menghasilkan 13 artikel yang relevan dengan topik penelitian. Penggunaan kata kunci 

dalam bahasa Inggris menghasilkan jumlah yang lebih banyak, yaitu 68 artikel yang 

relevan. Setelah dilakukan proses seleksi dengan memperhatikan tujuan, metode, dan 

ruang lingkup pembahasan, hanya 10 artikel yang memenuhi kriteria yang telah 

ditentukan. Penelitian akan menganalisis 10 artikel terpilih yang telah disesuaikan 

dengan kriteria penelitian. 

Tabel 2  
Analisis Literatur 

No. Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 
1. “The Effect of Board and 

Audit Committee 
Effectiveness on Internal 
Control Disclosure Under 
Different Regulatory 
Environments in South Asia” 
(Ashfaq & Rui, 2019) 

Jenis penelitian 
kuantitatif dengan 
metode analisis studi 
komparatif. 

Dewan komisaris, 
komite audit, serta 
kepemilikan 
institusional 
berpengaruh positif 
signifikan terhadap ICD 

2. “Struktur Kepemilikan, 
Dewan Komisaris, dan 
Pengungkapan Pengendalian 
Internal” 
(Priantaka & Dewayanto, 
2019) 

Jenis penelitian 
kuantitatif dengan 
metode analisis regresi 
linear berganda. 

Kepemilikan 
institusional, ukuran 
dewan, independensi, 
dan frekuensi rapat 
berpengaruh positif 
signifikan terhadap 
pengendalian internal; 
kepemilikan manajerial 
tidak signifikan. 

3. “Pengaruh Tata Kelola 
Perusahaan terhadap 
Pengungkapan Pengendalian 
Internal: Studi pada 
Perusahaan Manufaktur di 
Bursa Efek Indonesia Tahun 
2015-2017” 
(Naseha & Hudayati, 2019) 

Jenis penelitian 
kuantitatif dengan 
metode analisis regresi 
data panel. 

Konsentrasi kepemilikan 
berpengaruh signifikan, 
sedangkan independensi 
dewan, ukuran dewan, 
dan kepemilikan 
institusional tidak 
signifikan. 
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4. “Pengaruh Karakteristik 
Komite Audit terhadap 
Pengungkapan Pengendalian 
Internal” 
(Rakhmayani & Faisal, 2019) 

Jenis penelitian 
kuantitatif dengan 
metode analisis regresi 
linear berganda. 

Frekuensi rapat komite 
audit berpengaruh 
positif; jumlah dan latar 
belakang pendidikan 
komite tidak signifikan. 

5. “Dewan Komisaris dan 
Pengungkapan Informasi 
Pengendalian Internal” 
(Amin & Dewayanto, 2018) 

Jenis penelitian 
kuantitatif dengan 
metode analisis regresi 
linear berganda. 

Ukuran dan 
independensi dewan 
komisaris berpengaruh 
positif signifikan; 
kehadiran perempuan 
tidak signifikan. 

6. “Managerial Ownership, 
Institutional Ownership and 
Internal Control Disclosure 
with Profitability as 
Intervening” 
(Legina et al., 2022) 

Jenis penelitian 
kuantitatif dengan 
metode analisis jalur. 

Kepemilikan manajerial 
dan institusional 
berpengaruh positif 
terhadap ICD dengan 
profitabilitas sebagai 
variabel intervening. 

7. “Pengaruh Corporate 
Governance terhadap 
Internal Control Disclosure 
Perusahaan Manufaktur 
Terdaftar di BEI” 
(Ardiansyah & Fanny, 2021) 

Jenis penelitian 
kuantitatif dengan 
metode analisis regresi 
linear berganda. 

Kepemilikan manajerial 
berpengaruh negatif 
signifikan; kepemilikan 
institusional negatif 
tidak signifikan; ukuran 
dan jumlah komisaris 
independen 
berpengaruh positif 
signifikan. 

8. “The Role of Corporate 
Governance and Size of the 
Firm on Internal Control 
Disclosure” 
(Manap, 2023) 

Jenis penelitian 
kuantitatif dengan 
metode analisis regresi 
linear berganda. 

Hanya ukuran 
perusahaan dan 
pendidikan 
akuntansi/keuangan 
berpengaruh; variabel 
lainnya tidak signifikan. 

9. “Pengaruh Jumlah dan 
Diversifikasi Gender Dewan 
Direksi dan Dewan Komisaris 
terhadap Pengungkapan 
Pengendalian Internal di 
Laporan Tahunan Industri 
Consumer Goods Pada Tahun 
2020-2021” 
(Rahardjo et al., 2023) 

Jenis penelitian 
kuantitatif dengan 
metode analisis regresi 
linear berganda. 

Jumlah dan diversifikasi 
gender direksi 
berpengaruh; variabel 
komisaris tidak 
signifikan secara 
statistik; secara simultan 
berpengaruh. 

10. “Pengaruh Mekanisme 
Corporate Governance 
terhadap Pengungkapan 
Informasi Pengendalian 
Internal” 
(Qodri et al., 2024) 

Jenis penelitian 
kuantitatif dengan 
metode analisis regresi 
linear berganda. 

Konsentrasi 
kepemilikan, kualitas 
auditor eksternal, dan 
komite audit 
berpengaruh positif 
signifikan; kepemilikan 
institusional negatif 
signifikan; proporsi 
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komisaris independen 
tidak signifikan. 

Sumber: Olah data penulis, 2025 

HASIL PENELITIAN 

Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, 

independensi dewan komisaris, serta keberadaan komite audit terhadap pengungkapan 

sistem pengendalian internal atau Internal Control Disclosure (ICD) di lingkungan 

korporasi. Kajian literatur didasarkan pada sepuluh artikel ilmiah yang diterbitkan 

antara tahun 2019 hingga 2024 dan diperoleh melalui Google Scholar. Seluruh artikel 

yang dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan fokus utama pada aspek 

tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG) yang diyakini 

memengaruhi tingkat keterbukaan informasi dalam perusahaan. Kepemilikan 

institusional diasumsikan memiliki peran dalam memperkuat mekanisme pengawasan 

karena pihak investor institusional secara umum menuntut tingkat transparansi yang 

tinggi. Independensi dewan komisaris diposisikan sebagai variabel penting yang 

mencerminkan objektivitas dalam fungsi pengawasan terhadap manajemen. Selain itu, 

keberadaan komite audit dinilai strategis dalam meningkatkan kualitas pengungkapan 

pengendalian internal apabila pelaksanaannya dilakukan secara aktif dan ditunjang oleh 

kapabilitas yang relevan. 

Ditinjau dari segi metodologi, artikel-artikel yang dikaji menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan metode yang bervariasi sesuai dengan tujuan penelitian masing-

masing. Beberapa studi seperti Ashfaq & Rui (2019) menerapkan pendekatan komparatif 

untuk mengevaluasi perbedaan efektivitas antar komponen GCG di bawah berbagai 

rezim regulasi, sementara mayoritas studi lainnya menggunakan analisis regresi linear 

berganda guna mengukur pengaruh langsung variabel GCG terhadap ICD. Selain itu, 

beberapa peneliti seperti Naseha & Hudayati (2019) menggunakan metode regresi data 

panel untuk menangkap dinamika waktu dan perbedaan antar entitas, sedangkan Legina 

dkk., (2022) memanfaatkan path analysis untuk mengeksplorasi peran mediasi 

profitabilitas dalam hubungan antara struktur kepemilikan dan ICD. 

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga elemen utama GCG yang 

diteliti, yakni kepemilikan institusional, independensi dewan komisaris, dan keberadaan 

komite audit, memberikan kontribusi terhadap tingkat keterbukaan informasi, terutama 
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dalam konteks pengungkapan sistem pengendalian internal. Temuan dari Legina dkk., 

(2022) memperlihatkan adanya kontribusi positif kepemilikan institusional terhadap 

transparansi. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Qodri dkk., (2024) yang 

mengungkapkan adanya potensi konflik kepentingan tersembunyi apabila kepentingan 

investor institusional tidak sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi. Hasil serupa 

juga ditunjukkan oleh Naseha & Hudayati (2019) yang menyebutkan bahwa dalam 

konteks konsentresi kepemilikan, kepemilikan institusional tidak signifikan terhadap 

pengungkapan pengendalian internal. 

Independensi dewan komisaris secara konsisten dikaitkan dengan peningkatan 

kualitas pengungkapan, sebagaimana tercermin dalam studi Ashfaq & Rui (2019), 

Priantaka & Dewayanto (2019), serta Fanny & Ardiansyah (2021) menegaskan bahwa 

dewan yang independent memiliki kemampuan lebih objektif dalam menjalankan fungsi 

pengawasan. Namun, efektivitas dari elemen-elemen tersebut sangat ditentukan oleh 

bagaimana implementasinya dijalankan dalam praktik. Pelaksanaan yang hanya bersifat 

simbolis atau pasif justru dapat menurunkan kualitas pengungkapan, sebagaimana 

ditemukan dalam kajian Naseha & Hudayati (2019) serta Manap dkk. (2023). 

Komite audit juga menunjukkan peran penting dalam meningkatkan transparansi, 

seperti yang diuraikan oleh Ashfaq & Rui (2019) dan Qodri dkk. (2024), yang 

menyatakan bahwa efektivitas fungsi komite audit secara signifikan mendorong 

pengungkapan yang lebih baik. Namun, beberapa penelitian seperti Rakhmayani & Faisal 

(2019) dan Priantaka & Dewayanto (2019) mengindikasikan bahwa pengaruh tersebut 

tidak selalu signifikan dan sangat bergantung pada atribut teknis seperti frekuensi rapat 

serta latar belakang pendidikan anggota komite. Hal ini diperkuat oleh Abadi dkk. (2023) 

yang menyatakan bahwa peran komite audit hanya berdampak positif apabila 

dilaksanakan secara aktif dan memiliki keahlian yang sesuai.  

PEMBAHASAN 

Merujuk pada temuan tersebut, diketahui bahwa Priantaka & Dewayanto (2019) 

serta Legina dkk., (2022) mendukung teori agensi yang menekankan pentingnya peran 

kepemilikan institusional dalam meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan 

perusahaan. Dalam perspektif peneliti, kepemilikan institusional yang tersebar luas 

dapat menciptakan tekanan dari investor untuk mendorong keterbukaan informasi 
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sebagai bentuk akuntabilitas manajemen. Namun, temuan berbeda dari Ashfaq & Rui 

(2019) serta Manap dkk., (2023) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak 

selalu berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ICD, terutama ketika terdapat 

konsentrasi kepemilikan yang terlalu tinggi atau fokus utama pemegang saham 

institusional hanya pada hasil finansial jangka pendek. Peneliti menilai bahwa 

kepentingan jangka pendek dan fokus pada return investasi sesaat dapat melemahkan 

dorongan untuk keterbukaan jangka panjang. 

Sementara itu, independensi dewan komisaris umumnya dianggap sebagai faktor 

pendukung keterbukaan yang efektif, meskipun beberapa studi seperti Manap dkk., 

(2023) dan Rahardjo dkk., (2023) menunjukkan potensi konflik internal dalam dewan 

yang terlalu independen, yang dapat menghambat pengambilan keputusan strategis. Dari 

perspektif peneliti, independensi tanpa kapabilitas hanyalah simbolisme yang tidak 

memberikan dampak substantif pada transparansi. Namun demikian, independensi 

dewan komisaris secara umum dipandang efektif dalam meningkatkan transparansi, 

sebagaimana dibuktikan oleh Priantaka & Dewayanto (2019), Ashfaq & Rui (2019), serta 

Amin & Dewayanto (2018). Peneliti berpandangan bahwa dewan yang independen 

memainkan peran penting sebagai penyeimbang kekuasaan manajemen dan agen 

perubahan menuju tata kelola yang lebih transparan. 

Peran komite audit juga menunjukkan hasil yang beragam, studi seperti yang 

dilakukan oleh Ashfaq & Rui (2019) serta Qodri dkk., (2024) menegaskan kontribusi 

positifnya terhadap keterbukaan sistem pengendalian internal. Peneliti meyakini bahwa 

komite audit yang efektif dapat menjadi penghubung strategis antara manajemen dan 

auditor dalam memastikan kualitas laporan keuangan. Namun, temuan dari Priantaka & 

Dewayanto (2019) serta Rakhmayani & Faisal (2019) menunjukkan bahwa pengaruh 

tersebut tidak selalu signifikan, tergantung pada kapabilitas dan wewenang komite 

dalam menjalankan fungsinya. Peneliti menilai bahwa efektivitas komite audit hanya 

dapat tercapai jika terdapat dukungan kapabilitas professional, independensi, dan 

otoritas yang jelas, bukan sekadar informasi dalam struktur GCG perusahaan. 

KESIMPULAN 

Analisis terhadap sepuluh karya ilmiah kuantitatif yang memanfaatkan metode 

regresi linier berganda, regresi data panel, serta pendekatan studi komparatif 
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mengungkapkan bahwa keterkaitan antara praktik tata kelola perusahaan dan 

pengungkapan pengendalian internal menunjukkan hasil yang bervariasi. Temuan baru 

dari kajian literatur ini menunjukkan bahwa tidak semua mekanisme Good Corporate 

Governance (GCG) memiliki pengaruh yang konsisten terhadap pengungkapan internal 

control disclosure (ICD). 

Kepemilikan institusional dalam sejumlah studi berperan dalam mendorong 

peningkatan efisiensi dan transparansi, karena investor institusi umumnya memiliki 

kepentingan terhadap kesinambungan dan akuntabilitas operasional perusahaan. 

Beberapa studi mendukung perannya dalam mendorong efisiensi dan keterbukaan, 

terutama Ketika investor institusional memiliki orientasi jangka panjang. Namun dalam 

konteks konsentrasi kepemilikan dalam tingkat yang tinggi atau orientasi investor lebih 

fokus pada jangka pendek pengaruhnya justru berpotensi menurunkan efektivitas fungsi 

pengawasan akibat dominasi kekuasaan oleh satu pihak tertentu. Hal ini menyoroti 

pentingnya memperhatikan motif dan karakteristik investor institusional, bukan hanya 

tingkat kepemilikannya. 

Peran dewan komisaris yang bersifat independen berkontribusi pada peningkatan 

kualitas pengungkapan melalui pengawasan yang bersifat objektif serta tidak 

terpengaruh oleh kepentingan internal. Tetapi efektivitasnya sangat ditentukan oleh 

kapabilitas dan keterlibatan aktif dewan, bukan semata status independensinya. 

Ketidaksepakatan yang timbul di antara anggota dewan dalam situasi tertentu dapat 

menjadi hambatan dalam proses pengambilan keputusan. Temuan ini menguatkan 

bahwa simbolisme independensi tanpa fungsi pengawasan aktif hanya memberikan nilai 

formalistik, bukan substantif. 

Keberadaan komite audit pada sebagian kasus mampu meningkatkan keandalan 

sistem pengendalian internal dan mutu laporan keuangan, namun efektivitas fungsi 

tersebut cenderung menurun apabila komite tidak didukung oleh kompetensi 

profesional maupun kewenangan yang jelas. Hal ini menjadi temuan penting yang 

menunjukkan bahwa struktur formal dalam GCG belum tentu efektif jika tidak ditunjang 

oleh pelaksanaan fungsional yang berkualitas. 

Dengan demikian, temuan penting dari penelitian ini bukan hanya pada konfirmasi 

terhadap hubungan antara GCG dan ICD, melainkan pada kondisionalitas efektivitas 
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masing-masing mekanisme GCG, yang sangat dipengaruhi oleh implementasi teknis dan 

karakteristik internal perusahaan. Studi ini menyarankan perlunya evaluasi tidak hanya 

pada struktur GCG yang dimiliki perusahaan, tetapi juga pada cara kerja aktual, 

kompetensi, dan independensi substansial dari setiap elemen pengawasan. Kontribusi 

literatur ini memperkaya pemahaman bahwa kualitas pengungkapan pengendalian 

internal sangat bergantung pada praktik nyata tata kelola perusahaan yang dijalankan, 

bukan hanya keberadaan formal mekanisme GCG dalam struktur organisasi. 

REFERENSI 

Abadi, E., Saputra, P. H., & Nurfadillah, M. (2023). Peran Mediasi Transparansi Laporan 
Keberlanjutan Pada Hubungan Antara Komite Audit Dan Kinerja Keuangan 
Perusahaan Pertambangan Batu Bara Di Indonesia. Dynamic Management Journal, 
7(4), 675–684. 

Abdullah, F. (2024). Metode Penelitian Kualitatif Dan Ragamnya. 1(1), 54–66. 

Amin, F. R., & Dewayanto, T. (2018). Dewan Komisaris Dan Pengungkapan Informasi 
Pengendalian Internal. Diponegoro Journal Of Accounting, 7, 1–11. 

Ardiansyah, & Fanny. (2021). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Internal 
Control Disclosure Perusahaan Manufaktur Terdaftar. Jurnal Akuntansi 
Multiparadigma, Iii(3), 1183–1191. 

Arief, A., & Abbas, M. Y. (2021). Kajian Literatur ( Systematic Literature Review ): Kendala 
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( Spbe ). Jurnal Ilmiah Teknik 
Elektro, 8(1), 1–6. 

Arisandi, A., Islami, H. A., Roro, R., & Ningtyas, W. (2019). Internal Control Disclosure And 
Financial Reporting Quality : Evidence From Banking Sector In Indonesia. E-Jurnal 
Akuntansi, 484–493. Https://Doi.Org/10.24843/Eja.2022.V32.I02.P15 

Ashfaq, K., & Rui, Z. (2019). The Effect Of Board And Audit Committee Effectiveness On 
Internal Control Disclosure Under Different Regulatory Environments In South Asia. 
Journal Of Financial Reporting And Accounting. Https://Doi.Org/10.1108/Jfra-09-
2017-0086 

Bahri, S., & Arrosyid, Y. P. (2021). Struktur Kepemilikan, Good Corporate Governance, 
Leverage, Dan Ukuran Entitas Terhadap Manajemen Laba. Riset Akuntansi, 2. 
Https://Jurnal.Stie.Asia.Ac.Id/Index.Php/Ristansi/Article/View/424/197 

Burhan, F. A. (2025). Diterpa Kasus Korupsi, Bank Bjb (Bjbr) Beberkan Dampak Terhadap 
Operasional. Https://Market.Bisnis.Com/Read/20250317/192/1862140/Diterpa-
Kasus-Korupsi-Bank-Bjb-Bjbr-Beberkan-Dampak-Terhadap-Operasional  

Coso. (2013). Coso Internal Control – Integrated Framework ( 2013 ). 1–8. 

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency 
Costs And Ownership Structure. Journal Of Financial Economics, 3. 

Legina, A., Uzliawati, L., & Sholikhan, A. (2022). Managerial Ownership , Institutional 



RISTANSI: Riset Akuntansi, Volume 6, Nomor 2, Desember 2025, Hal 234 - 248 

 

DAMPAK MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KETERBUKAAN SISTEM...| 248  
 

Ownership And Internal Control Disclosure With Profitability As Intervening. 
Journal Of Social Science And Management Technology, 4(2), 119–126. 

Manap, A. (2023). The Role Of Corporate Governance And Size Of The Firm On Internal 
Control Disclosure. Jemsi (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 9(3), 655–
659. 

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2009). Preferred Reporting Items For 
Systematic Reviews And Meta‐Analyses: The Prisma Statement. 3(2). 

Naseha, A., & Hudayati, A. (2019). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap 
Pengungkapan Pengendalian Internal : Studi Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa 
Efek Indonesia Tahun 2015-2017. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 22(September), 21–
29. 

Nurhafifah, Sari, N. K., & Ningsih, W. F. (2025). Pengaruh Asimetri Informasi , Kualitas 
Audit , Komite Audit Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada 
Perusahaan Perbankan Di Bei Periode 2018-2022. Riset Akuntansi, 5, 202–213. 
Https://Doi.Org/10.32815/Ristansi.V5i2.1844 

Priantaka, I. K., & Dewayanto, T. (2019). Struktur Kepemilikan, Dewan Komisaris, Dan 
Pengungkapan Pengendalian Internal. Diponegoro Journal Of Accounting, 8, 1–13. 

Puspadini, M. (2025). Bank Jatim Buka Suara Soal Dugaan Manipulasi Kredit Rp 569,42 
Miliar. Https://Www.Cnbcindonesia.Com/Market/20250224100157-17-
613003/Bank-Jatim-Buka-Suara-Soal-Dugaan-Manipulasi-Kredit-Rp-56942-Miliar  

Qodri, L., Ulfah, A., & Purnamasari, S. (2024). Pengaruh Mekanisme Corporate 
Governance Terhadap Pengungkapan Informasi Pengendalian Internal. Journal Of 
Accounting Taxing And Auditing (Jata), 1(5), 1–7. 

Rahardjo, V. V., Setiawan, A., Djajadikerta, H., & Wirawan, S. (2023). The Influence Of The 
Number And Gender Diversity Of The Board Of Directors And Board Of 
Commissioners On Internal Goods Industry For The Year 2020-2021. License Jurnal 
Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi, 5(2), 107–118. 

Rakhmayani, A., & Faisal. (2019). Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap 
Pengungkapan Pengendalian Internal. 11(1), 90–99. 

Snyder, H. (2019). Literature Review As A Research Methodology : An Overview And 
Guidelines. Journal Of Business Research, 104(March), 333–339. 
Https://Doi.Org/10.1016/J.Jbusres.2019.07.039 

Stack, R., & Malsch, B. (2022). Auditors Rofessional Identities: Review And Future 
Directions. Accounting Perspectives. 

Sukiswo, W. H. D. (2018). Effect Of Internal Auditor Independence, Audit Committee And 
Institutional Ownership To The Internal Control Disclosure: A Case Study Case Of 
Manufacturing Idx Company During Period Of 2014-2016. Journal Of Agricultural 
And Socio-Economic Sciences, 8(August), 309–316. 

Zed Mistika. (2004). Metode Penelitian Kepustakaan (Cet. 1). 

 



RISTANSI: Riset Akuntansi, Volume 6, Nomor 2, Desember 2025, Hal 249 - 269 

 

KEBERAGAMAN DEWAN DIREKSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA KEUANGAN KEBERLANJUTAN... | 249  
 

 

 

 

KEBERAGAMAN DEWAN DIREKSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA 

KEUANGAN KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN MANUFAKTUR 

Virginia Victoria Auparay, Muhammad Nabiil Lintang, Farah Margaretha Leon 

Universitas Trisakti 
farahmargaretha@trisakti.ac.id 

 

DOI: 10.32815/ristansi.v6i2.2684 
    
Informasi Artikel   Abstract: 

Tanggal Masuk 21 Mei, 
2025 

 This research focuses on analyzing the influence of diversity 
within the board of directors on the financial performance 
of manufacturing enterprises registered on the Indonesia 
Stock Exchange. Employing a purposive sampling approach, 
the study selected 16 companies that fulfilled predefined 
criteria during the 2019-2023 period, which yielded 80 
observational data. Panel data regression served as the 
primary analytical method. The findings revealed that 
gender diversity, company size, and leverage substantially 
influence financial performance, whereas age diversity and 
experience diversity do not show a meaningful effect. These 
findings highlight the importance of considering aspects of 
gender diversity and capital structure in a company's 
financial strategy. In conclusion, board gender diversity and 
efficient debt management can improve financial 
performance, whereas the age and experience of board 
members do not directly affect performance. 

Tanggal Revisi 6 
November, 
2025 

 

Tanggal diterima 24 
November, 
2025 

 

   

Keywords:   

Age Diversity, 
Experience 
Diversity, 
Financial 
Performance,  
Firm Size, 
Gender 
Diversity. 

  

    
Kata Kunci:   Abstrak: 
Keberagaman 
Jenis Kelamin, 
Keberagaman 
Pengalaman, 
Keberagaman 
Usia, Kinerja 
Keuangan, 
Tingkat Utang 
 
 
 
 
  

  Penelitian ini berfokus pada analisis dampak keberagaman 
dewan direksi terhadap kinerja finansial pada usaha 
manufaktur yang resmi terdaftar pada Bursa Efek 
Indonesia. Dengan menggunakan pengambilan sampel 
secara sengaja, studi ini melibatkan 16 perusahaan yang 
memenuhi kriteria telah ditentukan selama periode 2019–
2023, sehingga diperoleh 80 data observasi. Regresi data 
panel digunakan sebagai metode analisis utama. Temuan 
penelitian mengindikasikan bahwa keberagaman gender, 
skala usaha, dan tingkat utang mempunyai dampak yang 
substansial terhadap kinerja finansial, sementara 
keberagaman usia dan keberagaman pengalaman tidak 
menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini 
mengindikasikan pentingnya mempertimbangkan aspek 
keberagaman gender dan struktur modal dalam strategi 
keuangan perusahaan. Kesimpulannya, keberagaman jenis 
kelamin pada susunan dewan direksi dan pengelolaan utang 
yang efisien mampu meningkatkan performa keuangan, 
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sementara usia dan pengalaman anggota dewan tidak 
secara langsung memengaruhi kinerja. 

 

PENDAHULUAN 

Persaingan bisnis yang kompetitif di era globalisasi, menjadikan isu keberagaman 

dalam dewan direksi menjadi permincangan yang sangat penting dalam tata kelola 

perusahaan. Keberagaman dalam dewan, termasuk aspek gender, umur, dan pengalaman 

telah terbukti memberikan kontribusi pada perkembangan kinerja keuangan 

berkelanjutan dalam pengambilan keputusan strategis, meningkatkan transparansi, 

serta memperkuat tata kelola perusahaan (Khan, 2025). Dengan adanya manajemen 

keberagaman ini dapat meningkatkan kepercayaan investor, mengurangi risiko, dan 

melindungi hak – hak pemegang saham (Tajeddini et al., 2023). Selain itu, dewan yang 

semakin beragam sering kali mampu memberikan pengambilan keputusan yang lebih 

komprehensif melalui sudut pandang yang lebih beragam dan luas. Yang mendorong 

keberlanjutan keuangan jangka panjang (Belderbos et al., 2022). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Erlis et al (2024) terhadap perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), proporsi rata-rata direktur 

perempuan hanya sekitar 17,49%, dengan kisaran antara 0–66% dari total anggota 

dewan. Selain itu, dalam penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa dari sekitar 200 

perusahaan terbuka di Indonesia, hanya sekitar 15% posisi eksekutif yang diisi oleh 

perempuan, dan sekitar 4% yang menduduki posisi dewan direktur. Penelitian Sianturi 

et al (2024) juga menemukan bahwa keberagaman usia dan pengalaman dalam dewan 

direksi sektor manufaktur berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, sedangkan 

keberagaman gender cenderung menunjukkan hasil yang bervariasi. Fakta tersebut 

mengindikasikan bahwa tingkat keberagaman dewan di Indonesia, terutama pada sektor 

manufaktur, masih rendah dan belum optimal, sehingga penting untuk dilakukan 

penelitian lanjutan yang menelaah pengaruh keberagaman usia dan pengalaman 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Diversity management umumnya diterapkan melalui kebijakan dan praktik 

dirancang untuk mengelola keberagaman secara efektif dalam dewan perusahaan. 

Tujuannya ialah menciptakan kesempatan yang sama bagi semua kelompok, baik 

minoritas maupun mayoritas, guna meningkatkan kinerja perusahaan secara 
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berkelanjutan. Keputusan mengenai manajemen keberagaman dalam dewan direksi 

didasarkan pada analisis biaya manfaat yang komprehensif, dan bukan hanya 

berdasarkan pertimbangan etika (Tajeddini et al., 2023). Perusahaan sering 

mempertimbangkan diversity sebagai solusi potensial. Dewan yang memiliki komposisi 

lebih beragaman diyakini mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, yang 

mampu meningkatkan kinerja dan keberlanjutan perusahaan (Zalata et al., 2022).  

Gender diversity semakin dianggap sebagai taktik yang efektif dalam 

mempertahankan kinerja keuangan melalui pemanfaatan perspektif serta keahlian unik 

dari anggota dewan yang memiliki latar belakang beragam. Hal ini pada akhirnya 

berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan keuangan jangka panjang (Zalata et al., 

2022). Namun, saat ini jumlah perempuan yang duduk di dewan masih sangat rendah 

dan perlu ditingkatkan untuk mencapai kinerja yang lebih optimal (Singh et al., 2023). 

Firms size mencerminkan skala operasional suatu perusahaan, yang umunya 

ditunjukkan melalui total aktiva (Neves et al., 2022). Perusahaan dengan skala besar 

cenderung memanfaatkan teknologi yang lebih canggih dan memiliki akses yang lebih 

luas terhadap modal, sehingga dapat mengoptimalkan efisiensi dan menekan biaya 

produksi. Firms size digunakan untuk mengontrol aspek-aspek lain yang memiliki 

potensi untuk berdampak pada keberagaman dewan direksi dan kinerja keuangan (Khan, 

2025). 

Leverage merupakan faktor lain yang memengaruhi financial peformance, leverage 

juga mengacu pada kapasitas suatu perusahaan untuk menuntaskan kewajibannya. 

Dalam hal ini, utang yang dimaksud mencakup utang jangka panjang dan utang lancar. 

Rasio leverage umumnya menggambarkan sejauh mana suatu entitas beroperasi dengan 

menggunakan utang sebagai sumber pendanaannya (Simangunsong & Khoiri, 2022). 

Mengacu pada studi oleh (Arrozy & Sudarsi, 2023), leverage memberikan efek negatif 

yang substansial pada kinerja finansial. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan 

leverage pada sebuah perusahaan berbanding terbalik dengan kinerja keuangannya. Efek 

negatif tersebut dapat timbul akibat akumulasi beban utang, sehingga berpotensi untuk 

mengurangi profitabilitas serta memperburuk risiko finansial perusahaan. 

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji keberagaman dewan, sebagian besar 

masih berfokus pada sektor keuangan. Salah satunya penelitian Dwekat et al., (2025) 
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berjudul “Boardroom Diversity and Financial Performance in Palestinian Banks and 

Insurers” yang meneliti perusahaan perbankan dan asuransi di Palestine Exchange 

(PEX). Penelitian tersebut menggunakan Return On Assets (ROA) dan Return On Equity 

(ROE) sebagai indikator kinerja keuangan serta menganalisis pengaruh age diversity, 

nationality diversity, dan experience diversity dengan memasukkan board 

independence, firm size, leverage, dan board size sebagai variabel kontrol. Temuannya 

menunjukkan bahwa keberagaman usia, kebangsaan, dan pengalaman memiliki peranan 

penting dalam meningkatkan kinerja keuangan. Namun, hasil tersebut diperoleh pada 

konteks sektor keuangan di Palestina sehingga belum dapat menggambarkan kondisi di 

sektor lain, termasuk manufaktur, yang memiliki struktur operasi dan lingkungan 

industri yang berbeda. 

Selain itu, penelitian Alqatan et al (2025) yang berjudul “Does Board Diversity Affect 

Performance in Kuwait?” yang dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Kuwait juga menemukan bahwa gender diversity tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja perusahaan meskipun variabel kontrol seperti firm size, leverage, board size, dan 

firm age menunjukkan peranan yang lebih kuat terhadap kinerja. Temuan ini 

memperlihatkan bahwa pengaruh keberagaman dewan dapat bervariasi antarnegara 

dan sektor industri, sehingga diperlukan pengujian lebih lanjut pada sektor dengan 

karakteristik berbeda, seperti manufaktur di Indonesia. 

Melihat fenomena yang terjadi dan kesenjangan penelitian yang berbeda, penelitian 

ini akan fokus dalam menguji “faktor-faktor yang memengaruhi financial performance 

pada sektor manufaktur Indonesia”. Penelitian ini manambahkan variabel kebaruan age 

diversity dan experience diversity. Age diversity yang dalam dewan perusahaan telah 

muncul sebagai faktor signifikan yang memengaruhi kinerja perusahaan, yang dikaitkan 

dengan perpaduan perspektif dan pengalaman yang dibawa oleh anggota dewan dari 

berbagai usia ke dalam pengambilan keputusan (Dwekat et al., 2025). Experience 

diversity merupakan variabel kebaruan kedua dalam penelitian ini, Keberagaman 

pengalaman dalam dewan turut berkontribusi signifikan terhadap kinerja perusahaan 

dengan memperkaya spektrum keahlian profesional, memperkuat kapasitas dewan 

dalam menghadapi isu-isu kompleks, mengelola risiko secara lebih efektif, serta 

merancang strategi yang lebih tepat dan berdaya saing (Dwekat et al., 2025). Studi ini 

berupaya mengevaluasi kinerja perusahaan terhadap keberagaman dewan, dengan 
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menggunakan metrik utama seperti Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE) 

sebagai indikator kuantitatif dampak diversity management terhadap financial 

performance (Khan, 2025). 

TINJAUAN PUSTAKA 

Agency Theory 

Agency Theory yang diperkenalkan oleh Jensen & Meckling (1976) menjelaskan 

bahwa hubungan antara pemilik perusahaan dan para pengelola sering kali 

memunculkan perbedaan kepentingan. Dalam situasi ini, keberagaman anggota dewan 

baik dari sisi gender, usia, maupun pengalaman dapat memperkuat proses pengawasan 

karena setiap anggota membawa sudut pandang yang berbeda. Keragaman tersebut 

membantu mendeteksi potensi konflik kepentingan, meningkatkan kualitas monitoring, 

serta menghasilkan keputusan yang lebih objektif. Hal ini membuat biaya keagenan lebih 

rendah dan berdampak pada meningkatnya kinerja keuangan perusahaan. 

Stakeholder Theory 

Clarkson (1995) menekankan bahwa keberlanjutan perusahaan bergantung pada 

kemampuannya memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang terlibat atau terdampak oleh 

aktivitas bisnis, baik primary maupun secondary stakeholders. Untuk menjaga legitimasi 

dan reputasi, perusahaan harus mengelola hubungan secara seimbang dengan seluruh 

pemangku kepentingan. Dalam konteks diversity management, keberagaman dalam 

dewan seperti gender, usia, dan pengalaman dipandang mampu meningkatkan kualitas 

representasi dan pemahaman terhadap berbagai kepentingan stakeholder, sehingga 

mendukung pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan mendorong kinerja 

perusahaan yang lebih berkelanjutan. 

Financial Performance 

Financial performance menjadi aspek krusial dalam peningkatan nilai perusahaan, 

kontribusinya dalam menjaga kelestarian lingkungan mampu menghasilkan reputasi dan 

positif yang dapat meningkatkan daya tarik bagi investor. Sementara itu, kinerja 

keuangan mencerminkan efisiensi, efektivitas, serta prospek pertumbuhan perusahaan. 

Melalui evaluasi kinerja keuangan, perusahaan dapat merumuskan kebijakan yang 

strategis guna memperkuat kemampuan bersaing perusahaan (Adyaksana et al., 2023). 
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Diversity Management 

Keberagaman dalam tata kelola perusahaan semakin mendapat perhatian, 

khususnya terkait pengambilan keputusan strategis dan kinerja keuangan yang 

berkelanjutan. Gender diversity, age diversity, experience diversity di dalam dewan 

perusahaan semakin dianggap sebagai strategi yang efektif untuk meningkatkan 

efektivitas perusahaan dengan memanfaatkan beragam perspektif dan keahlian unik. 

Keberagaman ini tidak hanya mendorong inovasi, tetapi juga memberikan stabilitas 

dalam menghadapi tantangan dalam bisnis (Khan, 2025). 

Gender Diversity 

Gender diversity merupakan konsep yang mengacu pada perbedaan peran antara 

individu laki-laki dengan perempuan yang berakar pada konstruksi sosial, meliputi tidak 

hanya dari aspek biologis, namun juga dimensi sosial, budaya, serta perilaku (Amanda 

Oktariyani & Rachmawati, 2021). Representasi gender yang beragam di dalam dewan 

direksi dan komisaris, dapat menciptakan variasi dalam pandangan, karakteristik, serta 

pengetahuan, yang kemudian menjadi dasar dalam pengambilan keputusan perusahaan 

(Khan, 2025a). 

Age Diversity 

Age diveristy dalam dewan perusahaan telah muncul sebagai faktor signifikan yang 

memengaruhi kinerja perusahaan (Khatib et al., 2023). yang dikaitkan dengan 

perpaduan perspektif dan pengalaman yang dibawa oleh anggota dewan dari berbagai 

usia ke dalam pengambilan keputusan. Menurut (Aleqab & Ighnaim, 2021). meneliti 

dampak keberagaman usia di jajaran direksi terhadap kinerja perusahaan di berbagai 

wilayah, termasuk pasar berkembang. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberagaman 

usia menciptakan keseimbangan antara inovasi dan pengalaman, yang pada akhirnya 

meningkatkan kualitas pengambilan keputusan strategis. 

Experience Diversity 

Experience diversity adalah variasi latar belakang profesional, industri, jabatan, atau 

peran kerja yang dimiliki oleh individu dalam suatu tim, terutama dalam dewan direksi 

(Dwekat et al., 2025). Menurut penelitian (Fernández-Temprano & Tejerina-Gaite, 2020). 

menganalisis terhadap perusahaan-perusahaan di Spanyol menggunakan pendekatan 
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pemodelan persamaan struktural menunjukkan bahwa keberadaan anggota dewan yang 

memiliki beragam pengalaman memberikan dampak positif yang substansial terhadap 

kinerja finansial perusahaan.  

Firm Size 

Firm size menunjukkan skala operasional suatu usaha dalam hal infrastruktur serta 

jumlah tenaga kerja (Uche et al., 2019). Kapitalisasi pasar, skala bisnis, dan pendapatan 

sering digunakan sebagai indikator ukuran perusahaan (Sa et al., 2024). Menurut (Khan, 

2025), firm size memberikan dampak positif pada financial performance. Perusahaan 

yang berskala besar umunya memiliki kapasitas sumber daya yang lebih melimpah dan 

akses modal yang lebih luas, tetapi ini tidak selalu berkontribusi langsung terhadap 

profitabilitas. 

Leverage 

Leverage merupakan suatu pengukuran yang menentukan tingkat ketergantungan 

perusahaan terhadap pembiayaan utang (Fatikha & Eka Yudiana, 2021). Pendanaan 

suatu perusahaan dapat dibagi menjadi dua sumber, yaitu internal dan eksternal. Sumber 

internal umunya berasal dari profitabilitas yang ditahan, sementara pendanaan eksternal 

diperoleh melalui kreditor, penjualan saham, dan beragam opsi lainnya. Menurut (Khan, 

2025), leverage memberikan dampak negatif yang substansial pada financial 

performance suatu perusahaan. 

Rerangka Konseptual 

Hasil penelitian (Khan, 2025), menyatakan bahwa gender diversity semakin diakui 

berkat dampak positifnya terhadap pengambilan keputusan dan manajemen risiko, yang 

mendukung stabilitas serta pertumbuhan jangka panjang. Direktur perempuan sering 

kali dipuji karena pendekatan mereka yang seimbang dan konstruktif, yang dapat 

memberikan pengaruh positif dan signifikan pada dinamika dewan dan proses 

pengambilan keputusan. Menurut studi oleh (Aleqab & Ighnaim, 2021), age diversity 

memberikan efek yang positif dan substansial pada financial performance diperusahaan. 

(Fernández-Temprano et al,. 2020) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa experience 

diversity mempunyai dampak positif yang substansial pada financial performance. 

Menurut (Khan, 2025), firm size memberikan dampak positif yang substansial pada 

financial performance. Hasil penelitian (Khan, 2025a) menemukan bahwa leverage 
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memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap financial performance perusahaan. 

Merujuk pada penjelasan sebelumnya, maka rerangka pemikiran faktor-faktor diversity 

management yang memengaruhi financial performance dapat digambarkan dengan: 

Gambar 1 
Bagan Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Diolah, 2025 

 

Pengembangan Hipotesa 

Pengaruh gender diversity terhadap financial performance 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Terjesen et al (2015), menganalisis lebih 

dari 180 publikasi mengenai peran keberagaman gender dan menemukan bahwa 

kehadiran anggota dewan perempuan dapat memberikan pengaruh positif terhadap 

dinamika dewan. Menurut Arora (2022), terdapat adanya korelasi yang signifikan dan 

positif antara keberagaman gender dan kinerja perusahaan. Berdasarkan studi yang 

dilakukan Khan (2025), gender diversity semakin diakui berkat dampak positifnya 

terhadap pengambilan keputusan dan manajemen risiko, yang mendukung stabilitas 

serta pertumbuhan jangka panjang. Berdasarkan penjelasan ini, hipotesis yang diusulkan 

yakni: 

H1 : Gender diversity memengaruhi financial performance 

Pengaruh age diversity terhadap financial performance 

Penelitian oleh Gardiner (2024), menekankan bagaimana perbedaan usia di dalam 

dewan berdampak pada pengambilan keputusan, tata kelola, dan kinerja perusahaan 

secara keseluruhan, bukti ini menunjukkan keuntungan dari keberadaan anggota yang 

lebih muda dan lebih tua. Anggota yang lebih muda berperan dalam mendorong inovasi, 

sementara anggota yang lebih tua memberikan stabilitas. Menurut penenlitian yang 
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